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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
xiii
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
xiv
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؘا fatḥah a a
 ؚا kasrah i i
 ؙا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؙٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i
ٷ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ: kaifa
 َلْﻮَھ: haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan Nama Huruf dan Nama
xv
Huruf Tanda
 ؘى ... |  ؘا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
 ؙو dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞِْﯿﻗ : qīla
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah ituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَر ؙاﻷ ْط ِلﺎَﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا ُﺔَﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَﻟا: al-ḥikmah
xvi
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿّﺠَﻧ : najjainā
 ّﻖَﺤَﻟا : al-ḥaqq
 َﻢﱡﻌﻧ: nu“ima
 ُّوﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
Contoh:
 ّﻰِﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤّﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xvii
ﺔﻟَﺰﻟّﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
اَﺔﻔَﺴْﻠََﻔﻟ : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
xviii
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ْﻲِﻓ ْﻢُھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
xix
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Mirnawati
Nim : 10300113024
Judul : Rehabilitasi Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan UU R.I No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial ( Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Takalar )
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Rehabilitasi Sosial TerhadapMasyarakat Miskin Dalam Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pokok masalah selanjutnya di jabarkan kedalam  beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti, yaitu :1) Bagaimana  upayapemerintah  dalam  melakukan  rehabilitasi  sosial  terhadap  masyarakat  miskin ?,2.) Bagaimana   efektivitas  rehabilitasi  sosial  terhadap masyarakat  miskin  olehDinas  Sosial  Kabupaten Takalar berdasarkan  UU RI  No. 11  tahun  2009  tentangkesejahteraan sosial ?, 3.) bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai RehabilitasiSosial Terhadap Masyarakat  Miskin?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yangdilakukan adalah : yuridis normative (hukum positif) yuridis normatif Syar’i (hukumIslam). Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data dari Dinas SosialKabupaten Takalar, masyarakat yang menerima bantuan yang di khususkan kepadadua Kecamatan di Kabupaten Takalar, buku-buku, karya tulis Ilmiah, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalahwawancara, observasi dan dokumentasi, Instrument penelitian yang digunakan adalahhandpone atau kamera, buku catatan dan pulpen. Selanjutnya, tehnik pengelolaan dananalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan pengujiankeabsahan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial terhadap masyarakatmiskin berdasarkan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentangkesejahteraan sosial telah dilaksanankan dengan efektif oleh pihak Dinas SosialKabupaten Takalar. Hal itu dapat dilihat dari beberapa upaya yaitu; kelompok usahabersama, program keluarga harapan, usaha perseorangan, wanita rawan sosial tidakmempunyai penghasilan sendi ekonomi, rumah tidak layak huni. Untuk menambahkeefektifan maka Dinas Sosial menempatkan beberapa orang yang dikenal dengannama TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Adapun beberapa factor yangmempengaruhi tidak meratanya rehabilitasi ini yaitu : 1) kurang sosialisasi danpengawasan yang berkelanjutan, 2) kurangnya dana yang diberikan, 3) ketidaktepatanwaktu dalam pelaksanaan, yang mengakibatkan program tidak merata.dalampandangan Islam umatnya dianjurkan untuk menjaga hubungan antar umat, dan takmelupakan kewajiban membayar zakat maupun infak utuk memerangi kemiskinan
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) untuk Pemerintah perlu adanyapembuatan kebijakan yang lebih khusus untuk masyarakat yang tergolong miskin, 2)untuk Dinas Sosial di harapka untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat agarprogramnya tepat sasaran, 3) untuk masyarakat diharapkan agar dapat ikutberpartisipasi dalam setiap program dari Dinas Sosial.
1BAB  I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran
terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.Sebagai suatu
ukuran agregat, tingkatkemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur
tingkatkesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi
salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan
pembangunanacapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.
Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya
harusdilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat,dan dilaksanakan secara terpadu.
Kemiskinan  selalu  menjadi  isu  krusial  di  Indonesia  sejak  dahulu  hingga
detik  ini.  Melihat  kecenderungannya,  kemiskinan  di negeri  ini  tampaknya  bukan
lagi merupakan  kejadian sementara  waktu (transient  event). Melainkan,  sudah
menjadi  fenomena massal  yang  mendalam,  bahkan  pada  banyak  kasus
kemiskinan  sudah  bersifat  antar  generasi.1 Kemiskinan  merupakan  realitas  sosial
yang  bersifat  umum  dan  menjadi  problem  masyarakat  dinegara  berkembang
maupun  negara  maju. Upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  ternyata  tidaklah
mudah,  dibutuhkan  keterlibatan  dari  berbagai  pihak,  dan  seluruh  elemen  dalam
1Edi  Suharto, Kemiskinan & Perlindungan Sosial  Di Indonesia  Menggagas  Model
Jaminan  Sosial  Universal Bidang  Kesehatan, ( Alfabeta,  Bandung : 2013), h. 22.
2masyarakat memiliki  tanggung  jawab  untuk  memerangi  kemiskinan.3
Masyarakat  dalam  pandangan  Islam  merupakan  alat  atau  sarana  untuk
melaksanakan  ajaran-ajaran  Islam  yang  menyangkut  kehidupan  bersama.
Masyarakat  harus  menjadi  dasar kerangka  kehidupan  duniawi  bagi  kesatuan  dan
kerja  sama umat  untuk  menuju adanya  suatu  pertumbuhan  manusia  yang
mewujudkan  persamaan  dan  keadilan. Pembinaan  masyarakat  harus  di mulai  dari
pribadi, masing-masing  wajib  memelihara  diri,  meningkatkan  kualitas  hidup agar
dapat  hidup  ditengah  masyarakat,  disamping  dirinya  berguna untuk msayarakat  ia
juga  tidak  merugikan  orang  lain.4
Menurut  syari’at  Islam,  manusia  adalah  mahluk  bebas  yang  mempunyai
tugas  dan  tanggung  jawab,  karena  itu,  ia  mempunyai  hak  dan  kewajiban.
Selaku  penduduk  bumi  manusia  menanggung  beban  untuk  memakmurkannya
agar  ia  dapat  hidup  sejahtera   dan  dapat  menjalankan  fungsinya. Manusia
sebagai  penduduk  bumi  telah  disediakan  bekal  oleh  penciptanya  berupa  alam
lingkungan  yang  kaya  dengan  berbagai  jenis  kebutuhan  primer,  sekunder,  dan
tertier,  kecuali dalam  diri  manusia sendiri   terkandung  kekuatan  yang  berupa
bentuk  tubuh  yang  sempurna dengan berbagai  kelengkapan  akal  sehingga
memungkinkannya  untuk  dapat  mengelolah  alam  ini  dengan  sebesar  mungkin
untuk  kepentingan  hidupnya. Sesuai  dengan  firman  Allah swt,  dalam QS.  Al-
A’raf / 7 :10:
                
3Wahyuni, Penanggulangan  Kemiskinan Tinjauan  Sosiologis  Terhadap  Dampak
Pembangunan, (Alauddin  University Press,  Makassar : 2012), h. 28.
4Kaelany HD, Islam  &  Aspek-Aspek  Kemasyaraktan, edisi  ke 2,( Jakarta: PT.  Bumi
Aksara , 2000)  hal.  157
3Terjemahnya :
“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka  bumi dankami  adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlahkamu  bersyukur”5
Pemenuhan  kebutuhan  primer,  sekunder,  dan  tertier  ini  termasuk  dalam
tujuan  Hukum  Islam,  yang  dalam  kepustakaan  hukum  Islam  disebut  dengan
istilah daruriyyat,  hajjiyat,  dan  tahsiniyat. Kebutuhan  primer  (daruriyyat)
adalah  kebutuhan  utama  yang  harus  dilindungi  dan  dipelihara  sebaik-baiknya
oleh  hukum  Islam  agar  kemaslahatan  hidup  manusia  benar-benar  terwujud.
Kebutuhan  sekunder (hajiyyat)  adalah  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk
mencapai  kehidupan  primer,  misalnya  seperti  kemerdekaan,  persamaan,  dan
sebagainya  yang  bersifat  menunjang  eksistensi  kebutuhan  primer.  Kebutuhan
tertier (tahsiniyyat)  adalah  kebutuhan  hidup  manusia  selain  dari  sifatnya  primer
dan  sekunder  itu  yang  perlu  diadakan  dan  dipelihara  untuk  kebaikan  hidup
manusia  dalam  masyarakat  misalnya  sandang,  pangan,  perumahan  dan  lain-lain.6
Jika  di  lihat  dari  sisi  ini  tidak  ada  masalah  yang  muncul,  dalam
kehidupan  manusia  berlanjut  terus tampa  halangan  apa-apa,  persediaan  alam
masih  kaya  raya.  Akan  tetapi  bagi  para   pakar  pengamat  kependudukan,  serta
bagi  penguasa  negara  yang  sedang  membangun  kemakmuran  rakyatnya  melihat
suatu  permasalahan  besar  sedang  muncul seiring bersamaan  dengan  gejalah
perkembangan  penduduk  yang  pesat  dewasa  ini.
5Kementrian Agama RI, Al-quran & tejemahannya, edisi transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: PT
Tiga Serangkai, Mandiri), 2014 h.151
6Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam “pengantar  ilmu   hukum  dan  tata  hukum  Islam
di  Indonesia”, (  Rajawali  Pers,  Jakarta : 2014),  h. 61
4Di  Indonesia  sendiri  dengan  kekayaan  alamnya  yang  berlimpah,  tidak
layak  apabila  ada  rakyatnya  yang  mengalami  kemiskinan. Akan  tetapi  kenyataan
menunjukkan  bahwa  diperkirakan pada bulan maret 2015, jumlah penduduk miskin
(penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis lemiskinan) di
Indonesia mencapai 28,59 juta orang / 11,22%.7
Alinea  ke empat  dari  undang-undang  dasar  1945  yang  berbunyi :
“kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  indonesia
yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan
ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, maka
disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  undang-undang
dasar negara  republik  indonesia  yang  terbentuk  dalam  susunan  negara  Republik
Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada : Ketuhanan  Yang
Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  indonesia,  dan
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta  dengan mewujudkan  suatu  keadilan  sosial
bagi seluruh  rakyat  indonesia.8
Dari  Bab XIV  UUD 1945  dapat  di  peroleh  petunjuk-petunjuk mengenai
peraturan  tentang  kesejahteraan sosial  dari  rakyat  Indonesia. Pasal 33 ayat 3 yang
berbunyi : “Bumi,  Air, dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai
oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.
7http//:Badan pusat statistic Indonesia, Data Kemiskinan di Indonesia.(di akses pada 28-
september-2017)
8Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pembukaan  Alinea  ke IV.
5Pasal  34  yang  secara  tegas  menetapkan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak
yang  terlantar dipelihara  oleh  negara.9
Dari  alinea  keempat  dapat  di tarik  kesimpulan  bahwa  tugas  pemerintah
negara  Indonesia  antara  lain  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dari
segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  mencapai  maksud  ini di susunlah  undang-
undang  dasar 1945 sebagai  dasarnya. Dari bagian  terakhir  alinea  ke  empat  ini
dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  berkewajiban untuk  mewujudkan  keadilan
sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di atas dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  dan  negara
berkewajiban  untuk  memajukan  kesejahteraan  rakyat  sehingga di dalamnya
termasuk  pengertian usaha-usaha  untuk  menanggulangi  kemiskinan dalam
mencapai  penduduk  sejahtera, adapun masalah  prinsipil yang  mesti  di
prioritaskan  yaitu : ketakwaan  penduduk  kepada Allah  swt. Takwa  inilah  yang
merupakan  kunci  sukses  dalam  mencapai  penduduk  adil makmur  yang  di ridhai.
Pembangunan  bidang  kesejahteraan  sosial  sebagai  bagian yang  tak
terpisahkan  dari  pembangunan  nasional dan  telah  mengambil  peran  aktif  dalam
meningkatkan  kualitas  hidup  demi  terwujudnya  kehidupan  dan  penghidupan
masyarakat  yang  layak  dan  bermartabat. Untuk  mewujudkan  kondisi  tersebut,
pembangunan bidang  kesejahteraan  sosial  diselenggarakan  melalui  pelayanan dan
pengembangan  kesejahteraan sosial secara terprogram, terpadu, dan berkelanjutan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang
“Kesejahteraan Sosial”. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial
difokuskan pada tujuh (7) permasalahan sosial yaitu:  Kemiskinan, Keterlantaran,
9Republik  Indonesia, undang-undang dasar tahun  1945, pasal  33 dan  pasal  34.
6Kecacatan,  Ketunaan  Sosial  dan  Penyimpangan Perilaku,  Keterpencilan,  Korban
Bencana  dan  Tindak  Kekerasan.
Kesejahteraan sosial  dimulai  dari  perjuangan  mewujudkan  dan
menumbuhsuburkan  aspek-aspek  akidah  dan  etika  pada  diri  pribadi,  karena  diri
pribadi  yang  seimbang  akan  lahir  masyarakat   yang   seimbang.  Jiwa tidak
mungkin  akan  merasakan  ketenangan  apabila  kepribadian  terpecah.  Penegakan
keadilan  di tengah-tengah  masyarakat  yang  dikenal  dengan  keadilan  social.  Dan
dengan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  social  pun  pasti  akan  tercapai  Dalam
kehidupan  masyarakat  lahir  dan  batin.10
Di  Indonesia fakir  dan  miskin digabungkan menjadi  fakir  miskin  Pada
undang-undang  republik  indonesia nomor 13 tahun  2011  tentang  penanganan
fakir  miskin  dalam  pasal  1  mendefenisikan  fakir  miskin  adalah  orang  yang
sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan tidak  mempunyai
kemampuan  memenuhi  kebutuhan  pokok  layak  bagi  kemanusiaan  atau  orang
yang  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  dapat  memenuhi
kebutuhan  pokok  yang  layak   bagi  kemanusiaan.  Pelaksanaan  kesejahteraan
sosial melalui  penanganan bagi  fakir  miskin  adalah  setiap  upaya,  program,  dan
kegiatan  yang  ditujukan  untuk  memulihkan,  membina,  dan  mengembangkan
kesejahteraan  sosial  fakir  miskin.11 Fakir  miskin  berhak  mendapatkan  pelayanan
kesejahteraan  sosial,  pelayanan  kesejahteraan  sosial  bagi  fakir  miskin
sebagaimana  dimaksud  meliputi  bantuan  sosial,  dan  rahabilitasi  sosial.
10 Mardan ,“Wawasan  Al-Quran  Tentang  Keadilan (Suatu Analisis  Al-Tafsir Al_Maudu’i),
(UIN Alauddin  Pers, Makassar : 2013),   h.169
11Republik  Indonesia, Undang-Undang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional & Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  Penanganan  Fakir  Miiskin, h. 79
7Bantuan  sosial  adalah  bantuan  yang  sifatnya  sementara  yang  yang
diberikan  kepada  fakir  miskin, dengan  maksud  agar  mereka  dapat  meningkatkan
taraf  kehidupannya  secara  wajar.  Rehabilitasi  sosial  adalah  suatu  proses
refungsional  dan  pengembangan  untuk  memungkinkan  fakir  miskin  mampu
melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dalam  kehidupan  masyarakat.12
Sedangkan Masyarakat  miskin  itu  sendiri  adalah  suatu  kondisi  dimana
fisik  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  ke  prasarana  dan  sarana  yang
memadai, dengan  kualitas  pemukiman  yang  jauh  dibawah  standar  kelayakan  dan
mata  pencaharian  yang   tidak  menentu.13
Pada  tahun  terakhir  setelah  dilakukan  sensus  penduduk  dan  setelah
dilakukan  pendataan  oleh  dinas  sosial  secara  langsung  jumlah  penduduk  miskin
di  takalar sebanyak  9,60 % pada  tahun  2012, dan  meningkat  sebanyak  10,42%
pada tahun  2013, dan menurun  lagi  sebanyak  9,62% pada  tahun  2014 terkhusus
untuk  daerah  Kabupaten Takalar.14 Berdasarkan  data  terebut  pemerintah
kabupaten  membuat  sebuah  kebijakan  berupa bantuan  rumah  tidak  layak  huni
kepada  masyarakat  yang  tergolong  miskin,  namun  hal  tersebut  tidaklah  merata
untuk  masyarakat  miskin, bahkan  ada   juga   yang  tidak  mendapatkan  bantuan
tersebut.
Dari  uraian tersebut,  penulis  hendak meninjau  permasalahan  yang
menyebabkan  rehabilitasi  sosial  masyarakat  miskin  tidak  merata  baik  itu
12Republik  Indonesia, Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional & Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial, Kesejahteraan  Sosial, h. 46
13P2 KO, Pedoman  Umum,  2004:1
14Di Akses  Dari   Data   Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  Pada  Hari  Rabu  23 Nvember
2016.
8rehabilitasi  dalam  bentuk  bantuan  ataupun  pemberdayaan  masyarakat  miskin itu
sendiri,  sehingga  penulis  mengangkat  pembahasan  dengan judul  “Rehabilitasi
Sosial  Masyarakat  Miskin Dalam Perspektif Hukum  Islam  Dan  UU RI  No.
11 Tahun  2009 tentang  kesejahteraan  sosial  (Studi  Kasus  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar) ”.
B. Rumusan  Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkn  maka  pokok
permasalahan  yaitu  Bagaimana  rehabilitasi  terhadap  masyarakat  miskin  ditinjau
dari  perspektif  hukum  islam  dan  UU RI No 11  tahun  2009  (studi  kasus  Dinas
Sosial  Kabupaten  Takalar)  dan  adapun  sub  masalahnya  sebagai  berikut :
1. Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  rehabilitasi  sosial  terhadap
mesyarakat  miskin ?
2. Bagaimana   efektifitas  rehabilitasi  sosial  terhadap masyarakat  miskin  oleh
Dinas  Sosial Kabupaten Takalar berdasarkan  UU RI  No. 11  tahun  2009
tentang kesejahteraan sosial ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai rehabilitasi sosial terhadap
masyarakat miskin ?
C. Fokus  Penelitian Dan Deskripsi  Fokus
1. Fokus  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  lembaga  dinas  sosial  kabupaten  takalar,
judul  skripsi  ini  mengembangkan  sejauh  mana  undang-undang tentang
kesejahteraan  sosial  mengenai  rehabilitasi  sosial  masyarakat  miskin  diterapkan.
Masalah Uraian
Dinas  Sosial Dinas  sosial  merupakan  sebuah  lembaga  yang
9bergerak  dalam  kegiatan  sosial  untuk  membantu
idividu-individu,  kelompok-kelompok  dan  guna
meningkatkan  dan  memperbaiki  kemampuan  mereka
dalam  berfungsi  sosial  sertea  menciptakan  kondisi
masyarakatyang  memungkinkan  mereka  mencapai
tujuan.
Masyarakat  Miskin Masyarakat  miskin  menurut P2 KO, Pedoman  Umum,
2004:1  adalah suatu  kondisi  dimana  fisik  masyarakat
yang  tidak  memiliki  akses  ke  prasarana  dan  sarana
yang  memadai, dengan  kualitas  pemukiman  yang
jauh  dibawah  standar  kelayakan  dan  mata
pencaharian  yang   tidak  menentu.
Menurut  hadist  miskin  adalah  orang  miskin  itu
bukanlah  mereka  yang  berkeliling  minta-minta  agar
diberi  sesuap  dua  suap nasi  atau  satu  dua  biji
kurma  tapi  orang  miskin  itu  ialah  mereka  yang
hidupnya  tidak  berkecukupan  kemudian  diberi
sedekah,  dan  mereka  itu  tidak  pergi  meminta-minta
pada  orang  lain.
2. Deskripsi  Fokus
Agar  tidak  terjadi  kesalah  pahaman  dalam  mendefenisikan  dan
memahami  penelitian  ini,  maka  penulis  akan  mendeskripsikan  pengertian
beberapa  variabel  yang  di anggap  penting  :
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a. Rehabilitasi  sosial  adalah  suatu  proses  refungsional  dan  pengembangan
untuk  memungkinkan  fakir  miskin  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya
secara  wajar  dalam  kehidupan  masyarakat.
b. Hukum  islam  adalah  hukum  yang  paling  sempurna,  mencakup  semua  aspek
kehidupan  baik  menyangkut  hubungan  antar  manusia  maupun  hubungan
antara manusia  dengan  tuhan. Hukum Islam  juga  memberikan  perlindungan
kepeda  manusia  dengan  memberikan  larangan  dan  perintah  yang  mengatur
manusia.
c. UU  RI  No. 11  tahun  2009  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur tentang  kesejahteraan  sosial.
D. Kajian  Pustaka
Dalam  kajian  pustaka  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  literatur  yang
berkaitan  dengan  masalah  tersebut  diantaranya  adalah  sebagai  berikut :
Pertama, Roni  Hanitijo  Soemitro  dalam  bukunya permasalahan  hukum
di  dalam  masyarakat menjelaskan  tentang  konsep-konsep  dan  teori-teori
mengenai  studi  hukum  dan  masyarakat,  masalah-masalah  hukum  yang  terjadi
dalam  masyarakat. Buku  ini lebih banyak  membahas  mengenai  masyarakat  dan
aspek hukum  yang  kemudian  lebih  banyak  di lupakan dan  dianggap  tak
mempunyai  aturan,  namun  dalam  buku  ini  membahas  semua  itu. Meskipun
demikian,  perbedaan  buku  ini  dengan  penelitian  penulis  yakni  bukunya  tidak
menjelaskan  upaya  lembaga  dalam  menangani  kemiskinan  khususnya,  dinas
daerah.  Selain  itu,  buku  ini  juga  tidak  memfokuskan  pada  permasalahan
kemiskinan  melainkan  masalah  hukum  yang  banyak  dilupakan  oleh masyarakat.
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Kedua, Kaelany  HD  dalam  bukunya islam  &  aspek-aspek
kemasyarakatan menjelaskan  mengenai  masalah  kesehatan,  nikah,  kependudukan,
lingkungan  hidup,  sistem  ekonomi  islam  serta  iptek  dalam  perspektif  islam.
Namun, dalam  buku  ini  hanya  menjelaskan  beberapa  aspek  kehidupan,
kependudukan,  dan  masyarakat  dan  lain-lain  dalam  pendangan  islam  tidak
membahas  dua  pandangan  dalam  bukunya  yaitu  islam  dan  secara  umum.
Ketiga, H. Mohammad  Daud  Ali  dalam  bukunya hukum  islam  pengantar
ilmu  hukum  dan  tata  hukum  islam  di  indonesia menjelaskan  tentang  kedudukan
hukum  islam  dalam  kurikurulum  fakultas  hukum,  islam,  kerangka dasar  agama
islam,  salah  paham  terhadap  islam  dan  hukum  islam serta  cara-cara
mengatasinya.  Dalam  bagian  ini  dibicarakan  juga  hukum   islam  dan  beberapa
istilah  kunci  yang  perlu  dipahami  lebih  dahulu  yakni  hukum,  hukm,  syari’at,
fikih-ruang  lingkup  islam,  ciri-ciri  dan  tujuan  hukum  islam.  Namun,  dalam
buku  ini  tidak  membahas  ataupun  menyinggung  mengenai  masalah  penduduk
yang  miskin  dalam   pandangan   islam  ataupun  cara  mengatasinya   berdasarkan
hukum  islam,  lain  halnya  dengan  penelitian  penullis  yang  memfokuskan  pada
permaslahan  kemiskinan.
Keempat, Edi Suharto  dalam  bukunya Kemiskinan & Perlindungan Sosial  Di
Indonesia  Menggagas  Model  Jaminan  Sosial  Universal Bidang  Kesehatan menjelaskan
tentang kemiskinan  dari  perspektif  perlindungan  sosial, serata  penaggulangan
kemiskinan  tidak  bisa  hanya  melalui  pemberian  kredit  dan  pelatihan  saja
seperti  yang  selama  ini  diterapkan  di Indonesia.  Namun,  dalam  bukunya  hanya
memiliki  dua  pembahasan  pokok  yakni  tentang  perlindungan sosial  terhadap
orang  miskin  dan  jaminan  sosial  bidang  kesehatan tidak  menjelaskan  bagaimana
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seharusnya  departemen  yang  bergerak  dibidang  sosial  bertindak  untuk
mengentaskan  kemiskinan.
Kelima,  Wahyuni  dalam  bukunya penanggulangan kemiskinan  tinjauan
sosiologis  terhadap  dampak  pembangunan menjelaskan  tentang  pembangunan
yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sejak  negara  Indonesia  merdeka  ternyata
tidak  mampu  membawa  rakyat  dalam  kehidupan  seyang  sejahtera  lahir dan
batin. Namun,   dalam  bukunya  tidak  menjelaskan   bagaimana solusi  untuk
meminimkan  atau  bahkan  menghapuskan  kemiskinan dengan  mengikut  sertakan
lembagai  terkait  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.
E. Tujuan  dan  Kegunaan  Penelitian
1. Tujuan  penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab
rumusan  masalah  yang  dipaparkan  diatas,  yaitu  sebagai  berikut :
a. Untuk  mengetahui  efektifitas  rehabilitasi  sosial  terhadap masyarakat  miskin
oleh  dinas  sosial  berdasarkan  UU No. 11  tahun  2009  di  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar.
b. Untuk  mengetahu  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan
rehabilitasi  sosial  terhadap  mesyarakat  miskin.
c. Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  tidak  meratanya  rehabilitasi  sosial
terhadap  masyarakat  miskin.
2. Kegunaan  penelitian
a. Kegunaan  teoritis
Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan ilmu  hukum  dibidang
penyelesaian  perkara  dalam  kejaksaan  dan  dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi
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kalangan  akademis  yang  ingin  mengetahui  lebih  dalam  tetang  rehabilitasi  sosial
masyarakat miskin.
b. Kegunaan  praktis
Karya  tulis  ini menitikberatkan pada pengetahuan  dan  wawasan yang
dapat  bertambah oleh  para praktisi  hukum  yang  berkompeten dalam menangani
masalah  rehabilitasi  sosial  masyarakat  miskin  dilingkungan  sekitar.
14
BAB  II
TINJAUAN  TEORITIS
A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Masyarakat  Miskin.
1. Defenisi  Rehabilitasi  Sosial.
Pertama, Menurut  undang-undang  nomor  11  tahun  2009  rehabilitasi
sosial  adalah proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan  untuk  memungkinkan
seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan
masyarakat.
Kedua, Menurut  undang-undang  nomor 11  tahun  2009  pasal 7,  rehabilitasi
sosial dimaksudkan  untuk  memulihkan  dan  megembangkan  kemampuan
seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan  fungsi
sosialnya  secara  wajar.  Rehabilitasi  sosial  dapat  dilaksanakan  secara  persuasive
motifatif  koersif  baik  dalam  keluarga  masyarakat  maupun  panti  sosial.
Rehabilitasi  sosial  juga  dapat  diberikan  dalam  bentuk  motivasi  dan  diagnosis
psikososial,  perawatan  dan  pengasuhan.1
Ketiga, menurut  Peraturan  Pemerintah 39  tahun  2012  pasal  4,  rehabilitasi
sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
1Undang-Undang  System  Jaminan  Sosial  Nasional Dan  Badan  Pnyelenggara  Jaminan
Sosial, UU R.I Nomor 11 Tahun 2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial, UU R.I Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan  Fakir  Miskin, UU  R.I Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan  Sosial,  Focus  Sindo  Mandiri, Bandung : 2014, h. 46 - 49
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wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian
secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.2
Dari beberapa penjelasan yang dibahas sebelumnya, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa  Rehabilitasi  sosial dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk
peraturan  yang  sudah  ditetapkan   dan  dilaksanakan  oleh  lembaga pemerintahan
untuk  memulihkan, mengembalikan, dan mengembangkan kemampuan  masyarakat
maupun  perseorangan  yang  mengalami disfungsi  sosial  agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.
Usaha penanggulangan  kemiskinan  di  indonesia  telah  termasuk  dalam
sebuah rencana  pembangunan  yang  bersifat  nasional  dan tujuan-tujuan  dari  pada
pembangunan  nasional  ini  telah  dirumuskan  di dalam garis-garis  besar haluan
negara  yaitu  sudah diberi  suatu  kerangka  hukum  dalam  bentuk  ketetapan  MPR
RI No.IV/MPR/1978  dan  menyangkut  pola  dasar  pembangunan  nasional  yang
harus  dijalankan  pemerintah. Soemitro Djojohadikoesoemo  usaha-usaha  yang
harus  dicapai  oleh  pemerintah  dalam  pembangunan  adalah sebagai  berikut :
a. Peningkatan  taraf  pendapatan  nasional  secara  keseluruhan  sebagai  agregasi.
b. Peningkatan  kesempatan  kerja  bagi  seluruh  angkatan kerja  yang  semakin
meningkat  jumlah.
c. Peningkatan  kapasitas  ekspor  dan  pendapatan  devisa  untuk mengatasi
masalah-masalah  devisa  yang  akan  di  hadapi  pada tahun-tahun  mendatang
selama  usaha  pembangunan  berjalan. 3
2Www.HukumOnline.Com, Peraturan  Pemerintah  Nomor 39  Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  Diakses  Hari Jum’at 14-Juli-2017 (04:58 Pm)
3Soemitro djojohadikoesoemo, sebagaimana dikutip dalam buku  Ronni Hanitijo Soemitro,
Permasalahan Hukum Di Dalam  Masyarakat, (Alumni, Bandung:1980)  h. 30-31
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Pelaksanaan  Rehabilitasi Sosial dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009
pasal empat  telah dipaparkan pelaksanaan rehabilitasi soaial terbagi menjadi tiga
pelaksaan yakni pelaksanaan persuasive, motivatif, dan koersif. Pelaksanaan
rehabilitasi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012
yaitu:
1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara Persuasif dapat berupa ajakan,
anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia
direhabilitasi sosial.
2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif  dapat berupa dorongan,
pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak
secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif dapat berupa tindakan
pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.
Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
a) penyandang cacat fisik;
b) penyandang cacat mental;
c) penyandang cacat fisik dan mental;
d) tuna susila;
e) gelandangan;
f) pengemis;
g) korban tindak kekerasan;
h) korban bencana;
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i) korban perdagangan orang;
j) anak terlantar; dan
k) anak dengan kebutuhan khusus.
2. Defenisi Kemiskinan
Secara  harafiah  menurut  Poerwadarminta,  kemiskinan  berasal dari  kata
dasar  miskin   yang artinya  “tidak  berharta-benda”.  Dalam  pengertian  yang  lebih
luas,  kemiskinan  dapat  konotasikan  sebagai  suatu  kondisi  ketidakmampuan  baik
secara  individu,  kelompok, maupun  keluarga  sehingga   kondisi  ini rentan
terhadap  timbulnya  permasalahan  sosial  lainnya.
Kartasasmita, mengatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  masalah  dalam
pembangunan  yang  ditandai  dengan  pengangguran  dan  keterbelakangan  yang
kemudian  meningkat  menjadi  ketimpangan. Lain halnya dengan Brendley,
menyatakan bahwa  kemiskinan adalah  ketidaksanggupan  untuk mndapatkan
barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk  memenuhi  kebutuhan
sosial  yang  terbatas.4
Kemiskinan pada umumnya didefenisikan dari segi ekonomi sehingga factor
ekonomi kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan khususnya
pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non material yang
diterima oleh seseorang.5 Selain itu, kemiskinan pula dapat diartikan sebagai
kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (social
4 Bambang Rustanto, menangani  kemiskinan, PT. Raja Rosdakarya, Bandung : 2015, h. 1
5Wahyuni, Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Sosiologis Terhadap Dampak
Pembangunan, Alauddin University Pers, Makassar :2012, h.34
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exclusion), ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat.6
Dari  berbagai  defenisi  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka  dapat
dijelaskan  bahwa  fenomena  kemiskinan  yang  terjadi  di Indonesia  dapat  diartikan
sebagai  suatu  konsdisi  ketidak  mampuan  yang  dialami  individu,  kelompok, dan
keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  standar  hidup minimum.  Contoh  seperti
pendidikan  rendah sehingga  banyak  yang  menganggur  dan  tidak  bekerja.
Negara Indonesia  mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan karena
hal ini merupakan amanah konstitusi sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang
Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (1)  yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh Negara.”7 Ketentuan ini pula diperjelas dalam Undang-Undang nomor
13 tahun 2011 tentang penangana fakir miskin dimana Negara mempunyai kewajiban
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.
Di Indonesia  masyarakat sering kali menggabungkan dua kata yang memiliki
makna yang berbeda yakni “fakir dan miskin”, yang sebenarnya dalam Islam
memiliki makna yang berbeda.  Al-sa’dly (2002), mengutip surah At-Taubah
menjelaskan bahwa fakir dan miskin merupakan kata yang berdiri sendiri-sendiri,
terkadang bias bermakna fakir dan terkadang dapat bermakna miskin, tetapi apabila
disebutkan secara bersamaan maka fakir dikatakan lebih rendah daripada miskin.8
Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011,  kedua kata tersebut tdak
memiliki makna yang berbeda, tetapi menjadi satu makna yang sama dengan
6Edi Suharto, Kemiskinan &Perlindungan  Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan
Sosial Universal Bidang Kesehatan, Alfabeta, Bandung : 2013, h.15
7Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun  1945, pasal  33 dan  pasal  34
8Bambang Rustanto, menangani  kemiskinan, PT. Raja Rosdakarya, Bandung : 2015, h. 3
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menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.
Dalam Undang-Undang telah dicantumkan pula hak dan tanggung jawab fakir miskin
yakni sebagai berikut :
a. Hak Fakir Miskin
Agar tidak terjadi sebuah kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat
kecil khusunya fakir miskin, maka hak mereka pula dicantumkan dalam peraturan
perundang-undangan, adapun haknya yakni :
1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2) Memperoleh pelayanan kesehatan;
3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, menengembangkan, dan
memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, perlindungan sosial, dan
rehabilitasi sosial dalam membangun dan mengembangkan,serta memberdayakan
diri dan keluarganya;
6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta
pekerjaan dan kesempatan berusaha.
7) Meningkatkan kondisis kesejahteraan yang berkesinambungan.
b. Tanggungjawab Fakir Miskin
Agar tidak terjadi sebuah kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat
kecil khusunya fakir miskin, maka setelah hak mereka terpenuhi hendaklah
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mem3nuhi tanggungjawab masing-masing. Maka hal yang demikian pula telah
dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni :
1) Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan,
kehidupan sosial, dan ekonominya.
2) Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
3) Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta
berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan, dan
4) Berusaha dan bekerja sesuaidengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi9
Dari uraian tersebut seharusnya pemerintah tidak mengesampingkan aturan
yang telah ditetap dengan tidak melaksanakan dak dari pada fakir miskin.
B. Ciri  dan  Faktor  penyebab  kemiskinan
1. Ciri- Ciri  Kemiskinan
Kemiskinan  memiliki  cirri  dimensi  ekonomi yang bermakna tidak
mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang
bermakna akses di ruang public dengan rendahnya pendidikan keterampilan yang
berguna untuk kehidupannya sehingga sehingga terdapat cirri kemiskinan terutama
pada keluarga fakir miskin yaitu :
a. Tidak mapau memenuhi kebutuhan dasar;
b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
c. Tidak mampu berfungsi sosial ;
d. Rendahnya sumber daya manusia;
9Undang-Undang  System  Jaminan  Sosial  Nasional Dan  Badan  Pnyelenggara  Jaminan
Sosial, UU R.I Nomor 11 Tahun 2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial, UU R.I Nomor 13 Tahun 2011
Tenang Penanganan  Fakir  Miskin, UU  R.I Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan  Sosial,  Focus  Sindo  Mandiri, Bandung : 2014, h. 79-81
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e. Rentang terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan;
g. Ketiadaan akses rehadap kebutuhan dasar lainnya (seperti kesehatan dan lain-
lain);
h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan di masyarakat.10
2. Faktor  Penyebab  Kemiskinan
Kemiskinan disebabkan oleh banyak factor. Jarang ditemukan kemiskinan
yang hanya disebabkan oleh factor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bias
disebabkan oleh beberapa factor yang terkait satu sama lain,  seperti cirri-ciri yang
telah dibahas sebelumnya.  Secara konseptual, kemiskinan bias diakibatkan oleh
empat factor, yaiitu:
a. Factor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik si
miskin. Orang miskin yang disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan,
dari simiskin itu sendiri dalam menghadapi hidupnya.
b. Factor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi
miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang
menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam factor ini adalah
kondisi sosial dan ekonomi keluarga simiskin yang biasanya penyebab
kemiskinan antr generasi.
c. Factor cultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan.
Factor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan cultural”
atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan
10 Bambang Rustanto, menangani  kemiskinan, PT. Raja Rosdakarya, Bandung : 2015, h. 4
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hidup atau mentalitas. Orang miskin seperti nin memiliki sub-kultur atau
kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap
negative  seperti pemalas, menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha,
dan kurang menghormati etos kerja, hal  ini sering ditemukan pada orang-orang
miskin.
d. Factor structural, menunjuk pada sturktur atau system yang tidak adil, tidak
sensitive dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok
orang menjadi miskin.11
C. Tinjauan Umum  Hukum  Islam  Tentang  Masyarakat  Miskin
1. Hukum  Islam
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  dan menjadi
bagian  dari  agama  Islam. Sebagai  system  hukum  ia mempunyai beberapa  istila
kunci  yang  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu , sebab kadang  kala
membingungkan,  kalau  tidak  diketahui  persis  maknanya.  Yang  dimaksud  adalah
istilah-istilah Hukum, Hukm  dan  Ahkam, Syari’at, dan Fikih.
a. Hukum
Jika  kita berbicara  tentang  hukum,  secara  sederhana  segera  terlintas
dalam  pikiran  kita peraturan-peraturan  atau  seperangkat  norma   yang  mengatur
tingkah  laku  manusia  dalam  suatu  masyarakat,  baik  peraturan  dan  norma  itu
berupa  kenyataan  yang  tumbuh  dan  berkembang   dalam  masyarakat  maupun
peraturan  yang  dibuat  dengan  cara  tertentu dan  ditegakkan  oleh  penguasa.12
11Edi Suharto, Kemiskinan &Perlindungan  Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan
Sosial Universal Bidang Kesehatan, Alfabeta, Bandung : 2013,h. 18
12Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet VIII,  PT. Citra Aditya Bakti, bandung :2014, h. 27
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Di samping  itu,  ada  konsepsi hukum lain, di antaranya  adalah  konsepsi
hukum  Islam.  Dasar  dan  kerangka  hukumnya  di tetapkan  oleh  Allah,  tidak
hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  dan  benda  dalam
masyarakat,  tetapi  juga  hubungan-hubngan  lainnya,  karena  manusia  yang  hidup
dalam  masyarakat  itu  mempunyai  berbagai  hubungan,  seperti  hubungan  manusia
dengan  Tuhannya,  hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan  manusia
dengan sesamanya dan  hubungan  manusia  dengan  benda  dalam  masyarakat
serta  alam disekitarnya.
b. Hukum  dan  Ahkam
perkataan  hukum  yang  di gunakan  di  Indonesia  berasal  dari  kata hukm
dalam  bahasa  arab  yang  artinya,  norma  atau  kaidah  yakni  ukuran,  tolak  ukur,
patokan  pedoman  yang  dipergunakan  untuk  menilai  tingkah  laku  atau  perbuatan
manusia  dan  benda. 13
c. Syari’at
Yang  dimaksud  dengan  syari’at  secara  harafiah  adalah  jalan  kesumber
(mata)  air  yakni  jalan  llurus  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  muslim.  Di  lihat
dari  segi  ilmu  hukum,  syariat  merupakan  norma  hukumm dasar  yang  ditetapkan
Allah,  yang  wajib  diikuti  oleh  orang  islam  berdasarkan  iman  yang  berkaitan
dengan  ahklak,  baik  hubungannya  dengan  Allah  maupun  dengan  sesame
manusia  dan  benda  dalam  masyarakat.14
13Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam “pengantar  ilmu   hukum  dan  tata  hukum  Islam
di  Indonesia”, (  Rajawali  Pers,  Jakarta : 2014),  h. 45-49
14Mustaf dan Abd Wahid, Hukum Islam Kontenporer, Sinar Grafika, Jakarta :2013, h. 2
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d. Fikih
Dalam  bahasa  Indonesia  fiqih  artinya  sebuah paham  atau  pengertian.
Fikh menurut pengertian istila kebanyakan fuqaha ialah, segala hukum syara’ yang di
ambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw, dengan jalan mendalamkan faham
dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan istinbat. 15
Dari  uraian  di atas  jelas  bahwa  ada  dua  istila  yang dipergunakan untuk
menujukkan  hukum  Islam yakni ; (1) syari’at  Islam yaitu semua  ketetapan  hukum
yang  ditentukan  oleh Allah  yang  kini  terdapat  di  dalam  Alquran  dan  penjelasan
nabi  Muhammad  saw dalam   kedudukan  beliau  sebagai  Rasulullah  yang  kini
dapat  dibaca  dlam  kitab-kitab  hadis. (2) fiqhi Islam yaitu  ketentuan-ketentuan
hukum  yang  dihasilkan  oleh  ijtihad  para  ahli  hukum Islam.16
2. Masyarakat dalam  Islam
Islam  memandang  manusia  berasal dari  satu  diri  yang  kemudian
berkembang  menjadi satu  suku  dan bangsa seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam
Q.S Al-Hujarat / 49 : 13.
                           
            
Terjemahnya:
”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-lakidan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa danbersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yangpaling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
15Supardi, Materi Hukum Islam, UIN Alauddin Pers : Makassar:2011, h 21
16Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam “pengantar  ilmu   hukum  dan  tata  hukum  Islam
di  Indonesia”, (  Rajawali  Pers,  Jakarta : 2014),  h. 45-49
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diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi MahaMengenal”.17
Masyarakat  dalam  pendangan  Islam  merupakan  alat  atau  sarana untuk
melaksanakan ajaran-ajaran  Islam  yang  menyangkut  kehidupan  bersama. Karena
itulah masyarakat  harus  menjadi  kerangka kehidupan   duniawi  bagi  kesatuan  dan
kerja  sama  umat menuju  adanya  suatu  pertumbuhan manusia  yang  mewujudkan
persamaan  dan  keadila.
a. Kebudayaan  dan  masyarakat  Islam
Pandangan  ilmu  membidangkan kebudayaan  dalam  7  bagian :  sosial,
ekonomi, politik, pengetahuan  dan  tehnik,  seni,  filsafat,  dan  Agama.  Pandangan
Islam  menerima  dan  menolak pandangan  tersebut,  bergantung  pada  jenis  agama
yang  dimaksud,  dikarenakan Islam  dapat  menerima  agama  sebagai  bidang
kebudayaan  manakala  agama   tu  agama  budaya.   Islam  adalah  agama  langit,  ia
bukanlah  sebagian  dari  kebudayaan   Islam.  Ada  agama  Islam  dan  ada
kebudayaan  Islam.
Agama  Islam  adalah  cara  berfikir  dan  cara  merasa  takwa, serta
menyatakan  diri  dari   seluruh  segi  kehidupan  sekelompok  manusia,  yang
membentuk  masyarakat  dalam suatu  ruang  dan  suatu  masyarakat. Sedangkan
masyarakat  Islam  adalah   sekelompok  manusia  dimana  hidup  terjaring
kebudayaan  Islam,  yang  diamalkan  oleh  sekelompok  sebagai  kebudayaannya
kelompok  itu  bekerja  sama  hidup  berdasarkan  prinsip-prinsip  Qur’an  dan  As-
Sunnah  dalam  tiap  segi  kehidupan.
17Kementrian Agama RI, Al-quran & tejemahannya, edisi transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: PT
Tiga Serangkai, Mandiri), 2014 h.517
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Karena  itulah  agama  dapat  dibedakan dengan kebudayaan  tetapi  tidak
dapat  dipisahkan.  Kedua  itu   membentuk  kesatuan,  menjalankan  fungsinya
mewujudkan  salam  bagi  manusia;  kebudayaan  untuk  salam  didunia  dan  agama
untuk  salam  diakhirat.
b. Masyarakat  Ideal
Masyarakat  ideal  yang dicitakan  Islam   adalah  masyarakat  yang
digambarkan  Al-Qur’an  dengan  sebutan  masyarakat mardlatillah (masyarakat
yang  diridai  Alla). Untuk  mencapai  masyarakat  yang  mardlatillah  ini  harus
disusun  rangkaian  pola  yang  bertendensi  dan berdimensi  antara  lain  sebagai
berikut :
1. Umat  yang  satu
Manusia  ini  terdiri  dari  berbagai  suku,  warna  kulit,  agama,  bahasa,  dan
adat  istiadat  yang  pada  dasarnya  berkembang  biak  dari  nenek  moyangyang
sama.  Sebagai  manusia,  perbedaan  tersebut  tidaklah  harus  menjadi  penghalang
bagi  yang  satu dengan  yang  lain  untuk  hidup  berdampingan.dengan  sikap  yang
demikian  itu  tumbuhlah  rasa  toleransi  antarumat.  Meskipun  hidup  berdampingan
dengan  masyarakat  berbagai  agama,  umat  muslim  tidak  boleh  larut  atau  goyah
keimanannya, keyakinan  tetap  dipertahankan  bahwa  Islamlah  satu-satunya  agama
Allah  yang  diyakini  kebenarannya oleh  umat  Islam.
2. Umat  yang  bertakwa
Ketakwaan  sebagai  cirri  pokok  dari  masyarakat  Islam  mempunyai  tiga
kaedah  fundamental,  yaitu : beriman  kepada  Allah, cinta  pada  Allah,takut
kepada  Allah. Hal  ini  menyebabkan  kerendahan  hati  serta  keberanian  moral
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dan  optimism  pada  kehidupan  dalam  semua  dimensi: spiritual,  moral,  fisik,
ekonomi,  politik  dan  seterusnya.
3. Masyarakat  Miskin dalam Hukum  Islam
Setiap  orang  yang  hidup  dibawah  lingkungan  masyarakat  islam,  tanpa
mengabaikan  kewajiban  utama   bagi setiap  muslim,  yaitu  berusaha  keras untuk
memenuhi  kebutuhan  primernya.  Namun  dalam  keadaan  yang  benar-benar
seseorang  tidak  mempunyai  kemampuan  berusaha  sendiri, karena  kondisi  fisik
dan  kondisi  lainnya  tidak  memungkinkan  dia  produktif,  maka  masyarakat
muslim  yang  mampu  berkewajiban  memikul  tanggung  jawab  sosial  ekonomi
ini.  Sehingga  tidak  ada  anggota  masyarakat  yang  kelaparan,  berpakaian
compang camping,  dan  menjadi  gelandangan  karena  tidak  mempunyai  tempat
tinggal  yang  layak.
Kesejahteraan sosial  dimulai  dari  perjuangan  mewujudkan  dan
menumbuhsuburkan  aspek-aspek  kaidah  dan  etika  pada  pribadi  diri  karena
dengan  begitu  akan  lahir  masyarakat  yang  seimbang.  Dengan  demikian,
kesejahteraan  sosial  dimulai  dengan  “Islam”,  yaitu  penyerahan  diri  sepenuhnya
kepada  Allah swt.  Jiwa  tidak  akan  merasakan  ketenangan  apabila  kepribadian
terpecah. Dengan  terciptanya  keadilan  ditengah-tengah  masyarakat  akan
menimbulkan  efek  kesejahtraan  sosial  dalam  kehidupan  lahir  dan  batin.18 Dalam
islam terdapat beberapa ibadah yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, namun
penulis hanya mencamtumkan dua ibadah yakni Zakat dan Waqaf .
18Mardan, “wawasan  Al-Qur’an  tentang  keadilan  (suatu  analisis  Al-Tafsir Al_Maudu’i),
UIN  Alauddin  Pers, Makassar :2013  h.169
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a. Zakat
Sebagian  pemahaman  fuqaha misal, (Abu  Yusuf  dan  Ibnu  Qasim)
menyebutkan  bahwa  pembicaraan  mengenai  fakir  tidak  lepas  dengan  golongan
kedua  dari asnaf yaitu  miskin.  Kedua  kelompok  ini adalah  hal  yang paling
umum  untuk  bias  dikaitkan  dengan  kemiskinan  dan  tingkat  kesejahteraan
Indonesia. Dalam  beberapa  hadis  Rasulullah  saw mengenai zakat yakni:
 ْﻦَﻋ ِا ْﺑ ِﻦ َﻋ ﱠﺒ ﺎ َأ :َﻢُﻬَـﻨﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ٍس ﱠ َا ﱠﻨﻟ ِّﱮﺻ ﻢﻠﺳو ِﻪﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻞ...ِﻦَﻤﻴَْﻟا ﱃِإ ﻪﻨﻋ ُﷲ ﻲِﺿَر اًذ ﺎَﻌُﻣ َﺚَﻌﺑ ﱠنَأ : ِﻪِﻓَو  َﺧْﺆُـﺗ , ْﻢِِﳍاَﻮَﻣَأ ِﰲ ُﺔَﻗ َﺪَﺻ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َض َﺮَـﺘْـﻓِا ِﺪَﻗ َايِر ﺎَﺨُﺒِْﻠﻟ ُﻆْﻔﱠﻠﻟاَو ,ْﻢِِﻬﺋاَﺮَﻘُـﻓ ِﰲ ُذدَﺮُـﺘَـﻓ ,ْﻢِِﻬﺋ ﺎَﻴِﻨْﻏَأ ْﻦِﻣ ُﺬ
Artinya  :
Dari Ibnu Ab-Basya r.a, bahwasanya Rasulullah saw, mengutus Muadz keyaman Ajarkan  kepada  mereka  bahwa  mereka  dikenakan  Zakat,  yangakan  diambil  dari  orang  kaya  dan  diberikan  kepada  orang  miskin”. 19
Dalam  ajaran  Islam  tiap-tiap  perintah  untuk  melakukan  ibadah
mengandung  hikmah  dan  rahasia  yang  sangat  berguna  bagi  pelaku  ibadah
tersebut,  termasuk  ibadah  zakat.  Sesuai  dengan  ibadah,  zakat  yang  secara
etimologis  bermakna  bersih,  tumbuh,  dan  baik,  maka  ibadah  ini akan  memberi
keuntungan  bagi  pelakunya,  meskipun  secara metmatik  dan  kuantitatif  akan
berakibat  mengurangi  jumlah  harta  kekayaan.  Islam melarang  orang
mengakumulasi  dan menumpuk  harta  kekayaan  tanpa memfungsikan  harta
kekayaan secara  ekonomi. Dengan  membayar  zakat,  orang-orang  kaya  sekaligus
telah  mengfungsikan  harta  kekayaan  mereka,  sehingga  tidak  hanya  berputar dan
menumpuk dikalangan  elit ekonomi sendiri.  Justru  itulah  syariat  menetapkan
bahwa  modal  dan  kekayaan  harus  dikembangkang  melalui  berbagai
19Sahih bukhari, Terjemahan  Hadis,  jilid I,  II, III  &  IV, Kilang  Book  Centre,  Kuala
Lumpur  :  2009,  h. 102
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aktivitasekonomi  dan  produksi,  meskipun  terhadap  harta  anak  yatim  dan  orang
gila,  karena  zakat  pada  hakikatnya adalah  kewajiban  atas  harta (zakat mal).20
Adapun  tujuan  zakat  dilihat  dari  kepentingan  kehidupan  sosial,  antara
lain  bahwa  zakat  bernilai  ekonomik,  merealisasikan  fungsi  harta  sebagai  alat
perjuangan  menegakkan  agama  Allah,  dan  mewujudkan keadilan  sosial  ekonomi
masyarakat  pada  umumnya.  Lebih  luas  lagi  wahbah  menguraikan  tujuan  zakat
bagi  kepentingan   masyarakat  sebagai  berikut :
1. Menggalang  jiwa  dan  semangat  saling  menungjang  dan  solidaritas  sosial
dikalangan  masyarakat  Islam.
2. Merapatkan dan  mendekatkan  jarak  dan  kesenjangan  sosial  ekonomi  dalam
masyarakat  .
3. Menanggulangi  pembiayaan  yang  mungkin  timbul  akibat  berbagai  bencana
seperti  bencana  alam  dan  sebagainya.
4. Menutup  biaya-biaya  yang  timbul  akibat  terjadinya  konflik,  persengketaan
dan  berbagai bentuk  kekacauan  dalam  masyarakat.
5. Menyediakan  suatu  dana  taktis  dan  khusus  untuk  penanggulangan  biaya
hidup  bagi  para  gelandangan,  para  penganggur   dan  para  tuna  sosial
lainnya,  termasuk  dana untuk  membantu  orang-orang  yang  hendak  menikah
tetapi  tidak  memiliki  dana  untuk  itu.21
Zakat  juga  merupakan  kewajiban  sosial,  tolong-menolong  antara  orang
kaya  dan  miskin  untuk  menciptakan equalebre  socialle dan equalebre
20Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001,  h.74
21Muhammad  Said  Wahbah, dkk., Dirasat, Muqaranat Fi  Zakat  Al-Mal, cet. I, Tihamma,
Jeddah  :  1984,  h.97
30
economique, sekaligus  untuk  mewujudkan  kesejahteraan,  menciptakan  keamanan
dan  ketenraman. Zakat  bagi  orang  kaya  juga  akan  mengurangi  orang  miskin.
Berkurangnya  jumlah  masyarakat  miskin,  akan  lebih  menguntungkan  orang
kaya  dalam mengembangkan  kekayaan,  karena  suasana  masyarakatnya  aman
dan  tentram,  menhilangnya  rasa  kebencian  dan  kecemburuan  orang-orang
miskin,  bahkan  akan  memperoleh  simpatik  dan  do’a  kebaikan  karena  mereka
merasa  dibantu  dan  mengatasi kesulitan  hidupnya.22
Hasbi ash-Shiddiqy,  membagi  rahasia  dan  hikmah  zakat  atas  empat  sisi,
yaitu  hikmah  bagi  pihak  wajib  zakat  (muzakki), pihak  penerima  zakat
(mustahiq) gabungan  antara  keduanya,  dan  hikmah  rahasiah  yang  khusus dari
Allah.23
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  segi  pengaruhnya,  zakat  mengandung
beberapa  hikmah  diantanya :
a) Manifestasi   rasa  syukur  atas  nikmat  Allah  SWT.  Karena  harta  kekayaan
yang  diperoleh  seseorang  adalah  atas  karunia-Nya. Dengan  bersyukur,  harta
dan  nikmat  itu  akan  bertambah  berlipat  ganda.
b) Melaksanakan  pertanggungjawaban  sosial,  karena  harta  kekayaan  yang
diperoleh  orang  kaya,  tidak  terlepas  dari  adanya  andil dan  bantuan  orang
lain  baik  langsung maupun  tidak  langsung.
22Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001, h. 76 &79
23Hasbi  ash-Shiddiqy, kuliah,  ibadah,  ibadah ditinjau  dari  segi  hukum  dan  hikmah, Cet
I Bintang,  Jakarta : 1963
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c) Dengan  mengeluarkan  zakat,  golongan  ekonomi  lemah  dan  orang  tidak
mampu  merasa  terbantu.  Dengan   demikian  akan  tumbuh  rasa  persaudaraan
dan  kedamaian  dalam  masyarakat.
d) Mendidik  dan  membiasakan  orang  menjadi  pemurah  yang  terpuji  dan
menjauhkan  dari  sifat  bakhil  yang  tercela.
e) Mengantisipasi  dan  ikut  mengurangi  kerawanan  dan penyakit  sosial  seperti:
pencurian,  perampokan  dan  berbagai  tindakan  criminal  yang  ditimbulkan
akibat  kemiskinan   dan  kesenjangan   sosial  sebagai  akibat  tidak  langsung
atas  sikap  orang-orang  kaya  yang  tidak  mempunyai  kepedulian  sosial.24
Pelaksanaan  zakat  didasarkan  pada  firman  Allah  dalam  surah  At-Taubah /9 : 60
                         
             
Terjemahnya :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allahdan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapanyang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi MahaBijaksana”[647].25
24Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001, h. 82-83
25Kementrian Agama RI, Al-quran & tejemahannya, edisi transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: PT
Tiga Serangkai, Mandiri), 2014 h.196. [647]  yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang
yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2.
orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus
zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir
yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5.
memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak
sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar
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Ajaran  zakat,  sedekah  dan  berbagai  bentuk  bantuan  sosial  lainnya  dari
orang  kaya  kepada  orang  yang  tidak  mampu,  adalah  contoh  nyata  keadilan
sosial Islam,  karena  tugas  mewujudkan  keadilan  sosial  demikian  berat  dan  luas,
maka  Al-Qur’an  memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  Negara  dan
pemerintah  untuk  memungut  dan  mengelola  zakat  sebagai  bagian  yang
terpenting  dari  tugas Negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran
bagi  masyarakat.  Hal  ini  merupakan  bukti  nyata  tentang  peranan  zakat  untuk
mewujudkan  keadilan  sosial  yang  pasti  di  tengah-tengah  masyarakat.
Keadilan  sosial  Islam  tidak  mengharuskan  agar  setiap  orang  mempunyai
tingkat  kemampuan  ekonomi  yang  sama  dan  terhapusnya  kemiskinan  dalam
masyarakat,  tetapi  harus  tercipta  suatu  kondisi  masyarakat  yang  harmonis,  tidak
terlalu  dalam  jurang  pemisahan  antara  yang  kaya  dan  yang  miskin,  dan
hilangnya  factor-faktor  penyebab  rendahnya  produktivitas,  pertumbuhan  dan
pengembangan  potensi  sumber  daya  manusia  dan  alam. Akan  tetapi,  keadilan
sosial  menuntut  agar  tiap  individu  dalam  suatu  komunitas   dapat   hidup  secara
terhormat  tanpa  ada  tekanan  dan  halangan,  mampu  memanfaatkan  potensi
kekayaannya  sesuai  dengan  apa  yang  berfaedah  bagi  diri  dan  masyarakatnya
sehingga  dapat  berkembang  secara  produktif.26
Syari’at  menekanka  mengapa  zakat  harus  diurus  oleh  pemerintah  (badan
amil  zakat)  karena  pemerintah  lebih  bertanggung  jawab  menegakkan  keadilan
hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu
untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat
bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah,
rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami
kesengsaraan dalam perjalanannya.
26Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001, h. 152 & 180
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sosial  dalam  segala  bidang,  termasuk  keadilan sosial  ditengah-tengah  masyarakat
dan  Negara.  Disamping  itu,  dimaksudkan  pula  untuk  membersihkan  jiwa  dari
unsur-unsur  yang  dapat  merusak  nilai-nilai  sacral  zakat  itu  sendiri  terutama dari
pihak  muzakki,  seperti  rasa  sifat  angkuh,  sombong  dan  merasa  sebagai  orang
terbaik  dan super  serta  unsure  subyektif  dan  interes.  Hal  ini  didasarkan  atas
beberapa  pertimbangan yaitu :
1) Bahwa  hati  nurani  dan  naluri  kebanyakan  orang sangat  mencintai  harta,
sehingga  terasa  sangat  berat  untuk  mengeluarkan  sesuatu  yang paling
disayangnginya  itu,  jika  diserahkan  atas  kesadaran  sendiri  tanpa  campur
tangan  penguasa.
2) Fakir  miskin  yang  menerima  pembagian  zakat  dari  badang  amil  zakat
merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina  dan  dari  perkataain
orang  kaya  yang  sering  menyakitkan  hati  orang  miskin  apabila  menerima
langsung  dari  orang  kaya.
3) Bila  pelaksanaan  zakat diserahkan  kepada  setiap  para  wajib  zakat  sendiri,
hal itu akan terjadi kezhaliman, karena  setiap  orang mempunyai  pandangan,
pertimbangan  dan  atensi  tertentu  kepada  seseorang,  akibatnya  pasti  ada
fakir  miskin  yang  tidak  mendapat  bagian  sama  sekali,  sementara  yang  lain
memperoleh  bagian  yang  bertumpuk  dari  beberapa  wajib  zakat.
4) Yang  berhak  atas  zakat  bukan  hanya  kelompok  individual,  seperti  fakir  dan
miskin, tetapi  ashnaf  lain  yang seluruhnya  adalah  menjadi  tanggung  jawab
umum pemerintah untuk menanggulanginya secara terencana dan  tuntas.
5) Islam  adalah  agama  yang  mengakui  eksistensi  pemerintah (ulil amar) dan
Negara (al-Daulah). Apabila  Negara  akan  melaksanakan  pembangunan  dan
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untuk melancarkan urusan-urusan  pemerintahan, maka harta zakat  dapat boleh
digunakan seperlunya. Hal itu  bias terlaksana kalau zakat ditangani dan dikuasai
oleh  pemerintah.
b. Wakaf
wakaf ialah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang
bermanfaat dan bertahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk
mencari keridhaan Allah. Amaln wakaf termasuk amalan yang besar pahalanya
menurut ajaran Islam karena amalan wakaf akan terus di fungsikan selamanya.
Adapun tujuan wajaf yaitu : 1.) untuk mencari keridhaan Allah swt, termasuk
didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan
tempat-tempat ibadah agama kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama
Islam, dan sebagainya. 2.) untuk kepentingan masyarakat seperti untuk membantu
fakir miskin Islam atau bukan, membantu orang terlantar, dan mendirikan asrama
anak yatim dan sebagainya.27
4. Peranan  Zakat  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan
a. Pengertian  Kemiskinan
Suatu  ukuran  yang  pasti  untuk  menentukan  batas  kemiskinan  tidaklah
mudah,  tetapi  para  fuqaha’mazhab  seperti  Malikiyah,  Syafi’iyah, dan  Hambali
mendefinisikan  miskin  ialah :
 َﻻ ٍل ََﻼَﺣ ٍﺐْﺴَﻛ ْوَا ٍل ﺎَﻣ َﻰَﻠَﻋ َر َﺪَﻗ ْﻦَﻣ ِِﻪﺑ ٌﻢُِﺘﺗ َﻻ ْﻦِﻜَﻟَو ُُﻪﻟ ْﻮُﻌَـﻳ ْﻦَﻣ ٍَّﻪﻳ ﺎَﻔِﻛ َو ِﻪَِﺘﻳ ﺎَﻔِﻛ ْﻦِﻣ ﺎًﻌِﻗ ْﻮٌﻣ ُﻊَﻘَـﻳ ٍﻖِﺑ
 ﺎَﻔِﻜﻟا َّﻪﻳ
27Timur Djaelani Dan Zaini Dahlan, Ilmu Fiqh, Cet Ii, Direktorat Jendral pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta : 1986, h. 207-210
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“orang  yang  masih  mampu  berusaha  memperoleh harta  secara  halal,  tetapihasilnya  tidak  mencukupi  bagi  dirinya  dan  keluarganya.”28
Sedangkan  golongan  Hanafiyah  menggolongkan  miskin  ialah :
ﺎًﺌـْﻴَﺷ ُﻚِْﻠَﳝ َﻻ ى ِﺬٌَﻟا
“… yang  tidak  memiliki  sesuatu  harta atau tenaga “29
Dalam wasiat  rasulullah saw  kepada  abu dzar al-ghifari meriwayatkan
tentang  miskin seperti  berikut  ini:
ل َﺮْﻤﱠﺘﻟاَو ِنﺎَﺘَﻤْﻘﱡﻠﻟاَو ُﺔَﻤْﻘﱡﻠﻟا ُﻩﱡدُﺮَـﺘَـﻓ ،ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ُفْﻮُﻄَﻳ يِﺬﱠﻟا ِفاﱠﻮﱠﻄﻟا اََﺬ ِ ُْﲔِﻜْﺴِﻤْﻟا َﺲْﻳ◌َ ُﻟَﺎﻗ .ِن ََﺮْﻤﱠﺘﻟاَو ُة ﺎَﻤَﻓ : اْﻮ
 َﻻَو ،ِﻪْﻴَﻠَﻋ َقﱠﺪَﺼَﺘُـﻴَـﻓ ُﻪَﻟ ُﻦَﻄْﻔُـﻳ َﻻَو ِﻪْﻴِﻨْﻐُـﻳ ًﲎِﻏ ُﺪَِﳚ َﻻ ْيِﺬﱠﻟا :َلَﺎﻗ ؟ِﷲ َلْﻮُﺳَر َ  ُْﲔِﻜْﺴِﻤْﻟاﺎًﺌ ْـﻴَﺷ َسﺎﱠﻨﻟا ُلَﺄْﺴَﻳ
.
Artinya :“Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepadaorang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makanan dan satu-dua butirkurma.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, (kalau begitu) siapa yangdimaksud orang miskin itu?” Beliau menjawab,”Mereka ialah orang yanghidupnya tidak berkecukupan, dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk itu,lalu dia diberi shadaqah (zakat), dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatupun kepada orang lain.”30
Dari  beberapa  defenisi  diatas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa
yang  dikatakan  miskin  ialah orang masih memiliki kemampuan untuk berusaha
namun tidak adanya kemampuan yang mendorongnya.
b. Pengentasan  Kemiskinan
Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat
selain  dari factor internal seperti  pemalas  sebagai  akibat  dari  nilai dan  budaya
28Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001, h. 210
29Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam  Dimensi  Madhah  Dan  Sosial), PT. Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta: 2001, h. 210
30M. Arif Mufriani, Akuntansi  Dan  Manajemen  zakat “ mengomunikasikan  kesadaran
dan  membangun  jaringan” ( kencana  madia group, jakarta :  2008),  h. 183
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yang  dianut  oleh  sebagian  kaum  miskin itu sendiri,31 juga disebabkan  karena
tertahannya  hak  milik  mereka  ditangan  orang-orang  kaya,  yaitu  zakat  yang
dapat  dijadikan  modal  usaha  dalam  mengantisipasi  secara  dini agar  tidak  jatuh
dalam  kemiskinan.
Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam berbagai segi, yaitu: jaminan
atas individu dengan dirinya sendiri, dengan keluarga dekat, dengan masyarakat dan
antara umat dengan umat yang lainnya. Jaminan individu terhadap dirinya sendiri
adalah suatu jaminan yang tidak membiarkan dirinya sendiri memperturutkan hawa
nafsu. Jaminan sosial dalam Islam adalah jaminan terhadap kebutuhan pokok dan
merupakan asas bagi politik ekonomi islam. Jaminan sosial juga merupakan pilar
pertama tentang pengaturan hak milik, pilar kedua tentang kebebasan ekonomi yang
terkait dan pilar ke tiga dari ekonomi islam yang terikat.32
Oleh sebab itu, dalam memerangi kemisklinan perlu dipikirkan agar
melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha
bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pemberdayagunaan harta
zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dalam kesempatan berusaha. Ada
tiga upaya dalam mengentaskan kemiskinan  sebagai berikut yaitu:
a) secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan
meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampan dan kesanggupan
berusaha. Dalam hal ini ,asyarakat dan pemerintah mendorong dan mensti,ulasi
31Oscar  Lewis, The  Lecture  Of  Proverty, Dalam Science Conflict And Society, W.H.
Freeman And Company,1968, h. 134-140
32Ahmad Muhammad al-‘assal dkk. Al-Nizam al-iqtisaddiyah fi al-Islam Mabadiuhu (system
ekonomi Islam,prinsipn dan tujuannya) terj. H. Abu Ahmadi Anshor Umar Sitanggal, PT. Bina Ilmu,
Surabaya:1980, h 34-108
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dalam bentuk modal dan peralatan untuk berusaha sehingga  mereka mampu
mandiri.
b) Masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan real secara
rutim diluar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat dari fakir
miskain itu sendiri.
c) Secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan politicalwill-nya karena
secara syariat pemerintah Islam berkewajiban untuk menjamin kebutuhsn pokok
hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencaharian
atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah ini
tidak hanya terhadap orang Islam saja, tetapi termasuk pula kafi zimmi yang
berada dalam perlindungan pemerintah Islam.
Untuk mencapai semua uapaya yang telah dipaparkan sebelumnya. Seorang
pemerintah seharusnya memperhatikan beberapa asas pemerintahan yang telah
ditetapkan al-qur’an yakni : Asas pertama, mengandung makna bahwa kekuasaan
politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari
rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas in menghendaki
agar pemerintah melaksanakan tugas-tugasnyadengan memenuhi hak-hak yang
diatur dan dilindungi hukum Allah, termasuk didalamnya amanat yang telah
dibebankan oleh Agama dan masyarakat serta perorangansehingga tercapai
masyarakat yang sejahtera dan sentosa.
Asas kedua, mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur
masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan
masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan
begitu, penyelenggaraan pemerinahan berjalan diatas hukum dan bukan atas
38
kehendak pemerintah ataupun pejabat. Adanya criteria keadilan dan pembuatan
perundang-undang menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada
fitrah atu kodrat manusia.
Asas ketiga, mengandung makna wajibnyan hukum-hukum yang terkandung
dalam al-qur’an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan
kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan
kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum
perundang-undangan dan kebijakan politikynag diambil pemerintah harus sejalan
dan tidak boleh bertentangan dengan huku m Agama.
Asas keempat, menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan
kebijakan politik ditetapka melalui musyawarah diantara mereka yang berhak.
Masalah yang dipersilisihkan diantara para peserta musyawarah harus diselesaikan
dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur’an
dan sunnah Rasulillah saw.33
D. Konsep Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak
masyarakat primitive sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi
masalah yang dihadapi anggotanya. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, secara
formal kesejahteraan sosial bermula ketika pendirian departemen sosial pada tanggal
19 Agustus1945 dengan tugas singkat yaitu urusan fkir-miskindan anak terlantar
sesuai dengan pasal 34 UUD 1945. Pada tahap awal, usaha kesejahteraan sosial
berkisar terutama pada pemberian bantuan korban perang diantaranya pengunsi dan
33Abdul Mu’in Salim, Fiqh Siyasah Konsepsikekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an ,Cet 3, Pt.
Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002, H. 298-299
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korban perang dunia termasuk bekas romusha, repatriasi orang-orang Indonesia dari
Australia, Belanda, dan lain-lain. Kesejahteraan sosial semakin berkembang ketika
pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuang
pokok kesejahteraan sosial dan selanjutnya diperbaiki dengan UU No. 11Tahun 2009.
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang artinya dari bahasa
Sansekerta “payung”. Dalam konteks ini adalah orang yang terlepas dari kemiskinan,
kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik
lahir maupun batin. “Sejahtera” menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  adalah
“aman,  sentosa,  dan  makmur;selamat  (terlepas)  dari segala macam gangguan,
kesukaran,  dan  sebagainya.”34 Dengan  demikian,  kesejahteraan  sosial
merupakan keadaan  masyarakat  yang  sejahtera.
Menurut Friedlander,Kesejahteraan Sosial adalah system yang terorganisasi
dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang diranvang untuk
membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang
memadai dan relasi personal serta sosial sehingga memungkinkan mereka dapat
mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan
kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangs, Kesejahteraan Sosial merupakan suatu
kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara
individu dengan lingkungan sekitar.35
34 http:// kbbi.web.id/ sejahtera (di akses pada hari senin, 30-januari-2017)
35Adi fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, PT. refika utama, bandung :2012
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Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga, Negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.36
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan
sosial merupakan gambaran kondisi suatu masyarakat yang layak dan mampu
mengembangkan diri sendiri sehingga dapat berfungsi sosial.
2. Tujuan Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu: Pertama, untuk mencapai
kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti
sandang, perumahan pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis
dengan lingkungannya. Kedua, untuk mencapai penyesuaian diri yang baik
khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-
sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
3. Fungsi Kesejahteraan Sosial
Fungsi-fungsi kesejahteraaan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau
mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan
sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negative akibat
pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
36Undang-Undang  System  Jaminan  Sosial  Nasional Dan  Badan  Pnyelenggara  Jaminan
Sosial, UU R.I Nomor 11 Tahun 2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial, UU R.I Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan  Fakir  Miskin, UU  R.I Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan  Sosial,  Focus  Sindo  Mandiri, Bandung : 2014, h. 45
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Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :
a. Fungsi pencegahan (preventive)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan
masyarakat, supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat
transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu
menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosialserta lembaga-lembaga sosial
baru.
b. Fungsi penyembuhan (curative)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi
ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah
tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini
juga tercakup juga fungsi pemulihan (Rehabilitasi).
c. Fungsi pengembangan (development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun
tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-
sumber daya sosial dalam masyarakat.
d. Fungsi penunjang (supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kehiatan untuk membantumencapai tujuan sector
atau bidang pelayanankesejahteraan sosial yang lain.
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BAB  III
METODOLOGI  PENELITIAN
A. Metode   Penelitian
Penelitian  merupakan  penyaluran  hasrat  ingin  tahu  manusia  yang  telah
mencapai  taraf  ilmiah. Dalam bukunya  bambang sunggono “Metode  ilmiah
merupakan  prosedur  dalam  mendapatkan pengetahuan  yang  disebut  ilmu,  karena
ilmu  merupakan  pengetahuan  yang  didapatkan  lewat  metode  ilmiah”.1
1. Jenis dan  Lokasi  Penelitian
Adapun  jenis  dan  lokasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah
sebagai berikut :
a. Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif
lapangan.  Kualitatif  yaitu  suatu  jenis  data  yang  mengkategorikan  data secara
tertulis  untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam  dan  lebih  bermakna,  atau
penelitian  deskriptif  maksudnya  yaitu  pengelola  dan  menafsirkan  data  yang
diperoleh  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  dan  kesimpulan  dari
keseluruhan  penulisan.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha
menuturkan  peme2cahan  masalah  yang  ada sekarang  berdasarkan  data-data, jadi
ia  juga  menyajikan  data,  menganalisis  dan  menginterpretasi.3
1Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  hukum ( jakarta:Pt Raja Grafindo Persada),
h.,44
2Muhammad  Ilyas  Ismail, Metodologi   Penelitian  Pendidikan (Makassar:UIN  Alauddin
Press,2015) h.17
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b. Lokasi  penelitian
Lokasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  di
Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  karena  manurut  penulis  sisi  lokasi  ini  lebih
terjangkau, dikarenakan lokasi tersebut merupakan kota/kabupaten peneliti bertempat
tinggal yang artinya  peneliti  akan  lebih  cepat  memperoleh  data-data  yang
akurat.
2. Pendekatan  Penelitian
Dalam  pelaksanaan  penelitian  kualitatif  lapangan,  peneliti  menggunakan
pendekatan  sebagai  berikut :
a. Pendekatan  yuridis  normatif
Suatu  metode  penelitian  yang  menekankan  pada  suatu  penelitian  dengan
melihat  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  undang-undang
sistem  jaminan  sosial  nasional  dan  badan  penyelenggara  jaminan  sosial. Dalam
metode  ini  senantiasa  berpedoman  pada  peraturan-peraturan  yang  masih  berlaku.
b. Pendekatan  Normatif Syar’i
Pendekatan  penelitian  ini  berdasarkan  pada  hukum Islam  dengan  melihat
apa  yang  ada  dalam  teks-teks  al-qur’an  dan  hadis  serta  pendapat-pendapat
ulama.
3. Sumber  Data/  Sampel  Sumber  Data
Sumber  data  merupakan  bahan-bahan  yang diperoleh  berdasarkan  dari
data-data  primer  dan   sekunder.
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a. Data  primer (data-data dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar)
Field  research atau  penelitian  lapangan  dengan  cara  seperti  interview
yaitu  berarti  kegiatan  langsung  kelapangan  dengan  mengadakan  wawancara  dan
tanya  jawab  pada  informan  penelitian  untuk  memperoleh  keterangan  yang  lebih
jelas  atas  data  yang diperoleh  melalui  dokumen-dokumen  yang  dipandang
meragukan.
Adapun  yang  akan  dijadikan  informan oleh penulis dalam penelitian ini
yaitu dari pihak Dinas Sosial  itu sendiri, kemudian selanjutnya informan tiap satu
desa dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang di Kelurahan Kala’birang
dengan Kecamatan Polongbangkeng di Desa Pa’rappunganta Utara Kabupaten
Takalar.
Tabel  1.1 (Nama Informan)
No Nama Pekerjaan
1.
2.
3.
4.
Eliswati
Hj. Hasiah  S.Sos
Tetty Chumaeni Rachim S.Sos
Muhammad Asdar S.Pi
Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial &
Penaganan Fakir miskin
Bagian perencanaan dan keuangan
Sekretari Dinas Sosial
1.
2.
3.
4.
5.
Dahlan Wahid
Sakina dg Baji
Soharia Dg Te’ne
Bado’ Dg Ngalle
S dg sugi
Kepala desa Pa’rappunganta
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
1. Ruslan Dg Lallo Staf kelurahan Kala’birang
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2.
3.
4.
5.
Ramli Dg Tibu
Jamaluddin Dg Ngewa
Suharia Dg Sali
Bungadaeng Dg Sompa
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
b. Data  sekunder
Data sekunder merupakan  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian
kepustakaan  atau library  research. Penelitian  kepustakaan  teknik  untuk  mencari
bahan-bahan  atau  data  yang  bersifat  sekunder  yaitu  data  yang  erat
hubungannya  dengan  bahan primer  dan  dapat  dipakai  untuk  menganalisa
permasalahan.  Data  sekunser  dikumpulkan  melalui library  research,  dengan
jalan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  terkait,  jumlah  ilmiah,  tulisan
atau  makalah,  dokumen  atau  arsip,  dan  bahan  lain  dalam  bentuk  tertulis  yang
ada  relevansinya  dengan  judul  skripsi.
4. Metode  Pengumpulan  Data
Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
sebagai  berikut :
a. Observasi  adalah  metode  atau  cara-cara yang  menganalisis dan  mengadakan
pencatatan  secara  sistematis  mengenai  tingkah  dengan  melihat  atau
mengamati  individu-individuatau  kelompok  secara  langsung.4
b. Wawancara  adalah  percakapan  dengan maksud  tertentu.  Percakapan  yang
dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara (interviewer)  yang
4Hady  Sutrisni, metodologi  penelitian (Yogyakarta : Pustaka  Pelajar,1986), h.172
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mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara (interviewee)  yang  membicarakan
jawaban  atas  pertanyaan  itu.5
c. Dokumentasi  adalah  tehnik  pegumpulan  data  dengan  cara  melihat  dokumen-
dokumen,  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya-karya  yang  momental
yang  bersangkutan.
5. Instrumen  Penelitian
Instrumen  atau  alat  penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Oleh  karena
itu,  peneliti  sebagai  instrumen  yang  juga  harus  “divalidasi”  sejauh  penelitian
kualitatif  siap  melakukan  penelitian  yang  selanjutnya  turun  dilapangan  untuk
meneliti.  Adapun  alat-alat  yang  harus  disiapkan oleh peneliti  unatuk  meneliti
adalah  sebagai  berikut :
a. Pedoman  wawancara  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  melakukan
wawancara  yang  dijadikan  dasar  untuk  memperoleh  informasi  dari  informan
yang  berupa  daftar  pertanyaan.
b. Buku  catatan  dan  alat  tulis  yaitu  alat  yang  berfungsi  untuk  mencatat
semua  percakapan  dengan  sumber  data.
c. Camera,  alat  ini  berfungsi  untuk  memotret  juga  peneliti  sedang  melakukan
pembicaraan  atau  mewawancarai  informan.
d. Tape  recorde,  alat ini  berfungsi  untuk  merekam  semua  percakapan  atau
pembicaraan  dengan  informan.
4Lexy  j. Meleong, Metodologi  penelitian  kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Bandung, 2011), h.186
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6. Tehnik  Pengolahan  dan  Analisis  Data
Tehnik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan  penulis  dalam
melakukan  penelitian  adalah  sebagai  berikut:
a. Pengolahan  data
Pengolahan  data  diartikan  sebagai  proses  mengartikan  data-data  lapangan
yang  sesuai  drngan  tujuan,  rancangan,  dan  sifat  penelitian.  Metode  pengolahan
data  dalam  penelitian  ini  yaitu :
1) Klasifikasi  data adalah  menggolongkan  atau  mengkategorikan  data  yang
dihasilkan  dalam  penelitian.
2) Reduksi  data adalah  mengurangi  atau  memilah-milah  data  yang  sesuai
dengan  topik  dimana  data   tersebut  dihasilkan  dari  penelitian.
3) Koding  data adalah  penyesuaian data  yang  diperoleh  dalam  melakukan
penelitian  lapangan  dengan  pokok  pangkal  pada  permasalahan  dengan
memberi  kode-kode  tertentu  pada  setiap  data  tersebut.
4) Editing  data adalah  pemeriksaan  data  hasil  penelitian  yang  bertujuan  untuk
mengetahhui relevansi (hubungan)  dan  keabsahan  data  yang  akan
dideskripsikan  dalam  menemukan  jawaban  pokok  permasalahan.  Hal  ini
dilakukan  untuk  memperbaiki  data  serta  menhilangkan  keraguan  atas  data
diperoleh  dari  hasil  wawancara.
b. Analisis   data
Teknik  analisis  data  bertujuan  menguraikan  dan  memecahkan  masalah
yang  berdasarkan  data   yang  diperoleh.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis
data   kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang dilakukan  dengan
jalan  mengumpulkan,  memilah-milah,  mengklasifikasikan,  dan  mencatat  yang
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dihasilkan  catatan  lapangan  serta  memberikan  kode  agar  sumber  datanya  tetap
dapat  ditelusuri.
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BAB  IV.
ANALISIS  REHABILITASI  SOSIAL  TERHADAP
MASYARAKAT  MISKIN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Letak  geografis  Kabupaten  Takalar
Kabupaten  Takalar  merupakan  salah  satu wilayah  Kabupaten  di  provinsi
Sulawesi  Selatan  yang  terletak  pada  bagian  selatan. Letak  astronomis  Kabupaten
Takalar  berada  pada  posisi  5o3’-5o38’ Lintang  selatan  dan  119o22’ – 119o39’
Bujur  timur,  dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  566,51 Km2.  Secara  administrasi
Kabupaten  Takalar  memiliki  wilayah  berbatasan  dengan  :
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Gowa
b. Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Gowa dan  Kabupaten
Jeneponto
c. Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Selat  Makassar
d. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Laut  Flores
2. Dinas Sosial Kabupaten Takalar
Dinas  sosial  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  lembaga  pemerintahan.
Lembaga  pemerintahan(dinas  sosial)  ada  disetiap  daerah  diseluruh  Indonesia,
baik itu di  daerah  provinsi  maupun  kabupaten / kota. Setiap  lembaga  mempunyai
tugas  dan  fungsinya  masing-masing, terkhusus  untuk  dinas  sosial  kabupaten
takalar  yang  berfungsi  untuk  membantu  melaksanakan  setiap  kebijakan  Bupati
terkait  tentang  masalah  sosial.  Adapun  beberapa  hal  yang  terkait  dengan  dinas
sosial  kabupaten  takalar  yaitu :
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a. Sejarah  Berdirinya  Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar
Awal berdirinya  dinas  sosial ini  bernama  kantor  departemen  sosial
kabupaten  takalar  dibawah  pimpinan  bapak/ibu:
1) Tawakkal
2) H. patudangi Dg. Pole
3) Drs. Sewing Thamal
4) Ramlah Syam
5) Drs. Usman Tarang
6) Hj. Syahriyani  Yusuf
Kemudian  pada  tahun  2003 sampai  dengan  2008 dinas  sosial  berganti
nama  menjadi Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Kesatuan Bangsa  Kabupaten
Takalar di bawah  pmpinan Drs. H. Sirajuddin Lopo, M.si. pada  tahun  2009
Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Kesatuan  Bangsa  Kabupaten  Takalar  berubah
nama  menjadi Dinas  Sosial  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kabupaten  Takalar
di bawah  pimpinan Drs. H. Syarifuddin Hamzah, MM Dg. Ngalle selama  empat
tahun sejak  tanggal 14 januari 2009 sampai  dengan 24  agustus 2011. Pada   tanggal
25 Agustus  2011  berganti  pimpinan  oleh Drs. H. Abbas  Tola, MM, kemudian
pada  tahun  2014  Dinas  Sosial,  kebudayaan  dan  Pariwisata  kabupaten  takalar
berubah  nama  menjadi Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  Dan
Kepariwisataan   Kabupaten  Takalar yang  masih  dibawah  pimpinan Drs. H.
Abbas  Tola, MM sampai  dengan  tanggal  13  juli  2015.  Kemudian  pada  tanggal
14 juli  2015  di pimpin  oleh Muhammad  Ridwan  T,  SE.,MM kemudian pada
tanggal  6  januari  2017  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  Dan
Kepariwisataan Kabupaten  Takalar berganti  nama  menjadi Dinas  Sosial
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Kabupaten  Takalar dan  kembali  dipimpin  oleh Muhammad  Ridwan  T,
SE.,MM hingga  saat  ini.
b. Letak  Geografis  Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar
Kantor Dinas Sosial Kabupaten  Takalar bertempat  didaerah  perkotaan
Takalar, Yakni  tepatnya berbatasang  dengan :
1) 20  meter  belakang  lapangan  Makkatang  Dg  Sibali
2) Sebelah  kanang  kantor Badang  Pusat  Statistic  Kabupaten  Takalar
3) ± 100  meter  sebelah  timur  rumah  Jabatan  Bupati  Takalar
c. Visi  dan  Misi  Dinas  Sosial Kabupaten Takalar
Adapun  visi  dan  misi  dinas  sosial  kabupaten  takalar  yang  ingin  dicapai
yakni  sebagai berikut :
1) Visi
Visi  merupakan  pandangan  jauh  kedepan,  kemana  dan  bagaimana
instansi  pemerintahan  harus  dibawah  dan  berkarya  agar  konsisten  dan dapat
eksis, antisipatif,  inovatif  serta  produktif.  Visi  tidak  lain  adalah  suatu gambaran
yang  menantang  tentang  keadaan  masa  depan  berisikan  cita  dan  citra  yang
ingin  diwujudkan  oleh  instansi  pemerintah  dengan  mengacu  pada  batasan
tersebut,  Visi Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  dijabarkan  sebagai  berikut  :
“Terwujudnya   Pelayanan  Sosial  Menuju  Masyarakat  Sejahtera”
2) Misi
Misi  adalah  suatu  yang  harus  dilaksanakan  organisasi  (instansi
pemerintah)  agar  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  dan  berhasil  dengan  baik.
Dengan  pernyataan  Misi  yang ditetapkan  ini  diharapkan  seluruh  pegawai  dan
pihak  yang  berkepentingan  dapat  mengenal  Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar dan
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untuk  mengetahui  alasan  perbedaan  dan  perannya  lebih  dalam.  Adapun
beberapa  Misi  serta  maknanya  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar yaitu  sebagai  berikut :
a) Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Bagi  Seluruh  Bagi  Seluruh  Lapisan
Masyarakat.
“ Memberikan  layanan  prima  terhadap  masyarakat  melalui  pemberdayaan
ekonomi,  solidaritas  dan  kesetiakawanan  sosial”
b) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Melalui
Pemberdayaan  Ekonomi.
“Meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dengan  jalan  memberikan  bantuan
usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  secara  berdaya guna  dan  berhasil
guna”.
c) Meningkatkan Kewaspadaan  Dini  Terhadap  Penanggulangan  Bencana
Alam.
“Meningkatkan  kewaspadaan  dini  terhadap  penanggulangan  berncana,
kemampuan  mendeteksi  secara  dini  sebagai  bencana  yang  akan  mungkin
terjadi baik  dimasa  yang  akan  dating”.
d. Struktur  Organisasi
Struktur  organisasi  Dinas  Kebupaten  Takalar dibentuk  sesuai  kebutuhan
dan  kewenangan  yang  dilimpahkan berdasarkan  peraturan  Bupati  Takalar  Nomor
50  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan  Organisasi,  tugas  serta  tata  kerja  dinas
Kabupaten  Takalar  dan  untuk vefesiesi  dan  efektifitas  pelaksana  tugas-tugas
pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  dikabupaten  takalar.
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Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  tersebut,  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar  mempunyai  Struktur  Organisasi  yang  tercantum  dalam
susunan  perangkat  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial  sebagai  berikut :
STRUKTUR  ORGANISASI  DINAS  SOSIAL
KABUPATEN  TAKALAR
B.
C.
K E P A L A
Muhammad  Ridwan T, S.E,M.M
NIP : 19621231-198631-1-495 SEKRETARISMuhammad Asdar, S.Pi
NIP : 19690303-199803-1-010
SUB. BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
H. ST MURNIATI, S.Pi
NIP : 19651231-198603-2-219
SUB. BIDANG
PERLINDUNGAN  SOSIAL
KORBAN  BENCANA  ALAM
&  BENCANA SOSIAL
Dra. Hj. Sri Nirwana, M.M
NIP : 19630624-198901-2-
004
SUB.  BIDANG
REHABILITASI SOSIAL
ANAK  LANJUT  USIA  &
PENYANDANG
DISABILITAS
ELISWATI
NIP : 19671231-198603-2-
010
BIDANG
PERLINDUNGAN  DAN
JAMINAN  SOSIAL
BIDANG
REHABILITASI  SOSIAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN
SOSIAL  DAN
PENANGANAN  FAKIR
MISKIN
SUB. BAGIAN PERENCENAAN  &
KEUANGAN
TETTY  CHUMAENI RACHIM, S.Sos
NIP: 19110428-199203-2-007
SUB.  BIDANG
REHABILITASI  TUNA
SOSIAL  &  KORBAN
PERDAGANGAN
ORANG
SUB.  BIDANG  JAMINAN
SOSIAL  KELUARGA
SYAMSUDDIN, S.H
NIP : 19640612-19810-1-
001
SUB.  BIDANG  IDENTIFIKASI
PENGUATAN  KAPASITAS,
PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT
BANTUAN  STIMULAN & PENATAAN
LINGKUNGAN
Hj.  HASIAH, S.Sos
NIP : 19661231-199103-2-058
SUB. BIDANG  KELEMBAGAAN
KEPAHLAWANAN  &  RESTORASI
SOSIAL
Hj.  ST NORMAWATI, S.Sos, MAP
NIP :19621231-198611-2-028
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B. Upaya  Pemerintah  Dalam  Melaksanakan  Rehabilitasi  Sosial Terhadap
Masyarakat  Miskin.
Sehubungan dengan pelaksanaan RS-RTLH, seseorang akan mengalami
kesulitan apabila program itu tidak terealisasi dengan baik, maka dari itu Sebagai
upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program RS-RTLH
ini memberikan pemahaman mengenai tujuan ataupun mekanisme dari program yang
dilakukan melalui sosialisasi, apapun bentuk program kalau tidak disosialisasikan
akan sulit bagi masyarakat untuk mengerti. Untuk menentukan siapa saja yang berhak
mendapatkan RS-RTLH maka dibutuhkan data yang akurat. Adapun beberapa data
2016 yang kami dapatkan terkait fakir miskin di kabupaten takalar yakni sebagai
berikut :1
Table 1.1(Data Fakir Miskin tahun 2016)
Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga
Sanrobone 148 kk
Pattallassang 330 kk
Galesong selatang 649 kk
Galesong utara 0 (tidak ada)
Galesong 95 kk
Polongbangkeng Selatan 299 kk
Polongbangkeng Utara 125 kk
Mapsu 307 kk
Marbo 330 kk
1Diakses dari Data Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Pada Hari Senin Tanggal 06 April
2017.
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Data yang didapatkan dari Dinas Sosial ini tidak termasuk data penerima
bantuan RS-RTLH, tetapi data fakir miskin diseluruh Kabupaten Takalar. Seluruh
fakir miskin diKabupaten Takalar mendapatkan bantuan yang berbeda-beda dari
beberapa program pemerintah yang dijalankan untuk kesejahteraan sosial masyarakat,
melalui tenaga kerja kesejahteraan sosial yang ditempatkan disetiap kecamatan yang
bekerja sama dengan setiap pemerintah atau aparat kelurahan/desa terkait masyarakat
miskin di Kabupaten Takalar. Adapun beberapa upaya lembaga Dinas Sosial
Kabupaten Takalar untuk mensejahterahkan masyarakat miskin melalui beberapa
program pemerintah berdasarkan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang
penanganan fakir miskin,  yaitu sebagai berikut :
1. Kelompok Usaha Bersama, program bagi keluarga ini merupakan bantuan
permodalan untuk usaha ekonomi produktif secara kelompok dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil mikro terutama mengentaskan
rumah tangga sangat miskin atau fakir miskin baik diwilayah pedesaan maupun
perkotaan.
2. Program Keluarga Harapan, program yang ditujukan bagi perempuan ini
merupakan program tunai bersyarat yang diberikan kepada ibu yang sedang
hamil, atau yang mempunyai anak balita ataupun anak sekolahan. Dengan syarat
ibu hamil dan balita harus memeriksakan kesehatannya, dan anak usia sekolah
harus tetap sekolah.
3. Usaha Perseorangan, memberikan akses yang luas dalam usaha kecil maupun
mikro, memperluas produksi dan pemasaran hasil produksi rumah tangga dan
industry kecil dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, program
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ini juga memberikan peltihan dan pendampingan untuk meningkatkan
keterampilan dan manajemen usaha kepada pelaku usaha kecil maupun mikro.
4. Wanita Rawan Sosial Tidak Mempunyai Penghasilan Sendi Ekonomi, bantuan
financial bulanan secara permanen kepada Seseorang Wanita Dewasa yang
belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.2
5. Asistensi Lanjut Usia, bantuan financial bulanan secara permanen kepada lanjut
usia terlantar yang belum mendapatkan pelayanan sosial baik berbasis institusi
maupun mayarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia perlu
mendapat dukungan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Asistensi Orang Dengan Kecacatan, program bagi penyandang disabilitas ini
merupakan bantuan financial bulanan secara permanen kepada orang dengan
cacat berat yang belum mendapatkan pelayanan sosial baik berbasis institusi
maupun masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya orang dengan cacat
berat perlu mendapat dukungan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Rumah Tidak Layak Huni, program ini merupakan bantuan yang memiliki syarat
tertentu dan telah ditentukan secara langsung dari pusat yaitu kementrian
kesejahteraan sosial  bekerja sama denga badan pusat statistic Kabupaten Takalar
yang disalurkan melalu Dinas Sosial kabupaten Takalar yang secara langsung
diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak layak untuk
dihuni lagi. Syaratnya seperti lahan yang dipakai merupakan kepunyaan sendiri
2 http://imadiklus.com/definisi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks/ di akses pada
hari sabtu, tanggal  29 juli 2017.
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dan bersertifikat, dan yang paling utama rumahnya sudah tidak layak untuk
dipakai lagi.
C. Efektifitas  Rehabilitasi Sosial  Masyarakat  Miskin  Oleh  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11  tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial .
Efektif merupakan pencapaian keberhasilan dari program yang ditetapkan,
semakin besar pencapaian tujuan sebuah lembaga maka semakin besar efektifitasnya.
Program rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintahan yang
bekerja secara langsung dalam menangani masalah sosial. Berdasarkan pada undang-
undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal
7 tentang rehabilitasi sosial, pihak dinas sosial Kabupaten Takalar telah efektif dalam
melaksanakan tugasnya dibidang rehabilitasi sosial. Melalui beberapa program, salah
satunya yang difokuskan pada program rehabiltasi sosial-rumah tidak layak huni
(RS-RTLH). Adanya tolak ukur dari efektif atau tidak efektif, dapat diketahui sejauh
mana sebuah lembaga pemerintahan itu bekerja dalam menjalankan fungsi dan
programnya.
Pelaksanaan program rehabilitasi sosial - rumah tidak layak huni (RS-RTLH)
bertujuan untuk melihat atau mengetahui sejauhmana program pemerintah itu  dapat
dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, tepat waktu
pengerjaan, dan tepat sasaran sehingga tujuan diadakannya RS-RTLH benar-benar
dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah  yang
layak untuk di huni.
Program RS-RTLH adalah Program yang diberikan kepada rumah tangga
Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standart untuk dihuni, dengan
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dimaksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar. Kegiatan
Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial penduduk miskin melaui pemberian kepada yang  bersangkutan
untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan
melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan  memanfaatkan dana
dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.3
Untuk menambah keefektifan programnya pihak dari Dinas sosial itu sendiri
telah mempersiapkan beberapa orang di masing-masing kecamatan di Kabupaten
Takalar yang dikenal dengan nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Tanaga sosial ini merupakan cara yang efektif untuk membantu jalannya sebuah
program yang dilaksanakan, termasuk program RS-RTLH. Tenaga kesejahteraan
sosial kecamatan  ini bekerja sama dengan masing-masing desa atau kelurahan yang
ada dikecamatannya terkait masalah data orang miskin yang tidak memiliki rumah
ataupun rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni lagi. Selanjutnya akan dilaporkan
kepada Dinas Sosial yang bekerja di bidang  rehabilitasi  sosial  itu  sendiri.
Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian
antara pelaksanaan dan penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran
kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak dan hasil yang positif bagi
pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat
dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan program
Rehabilitasi Sosial terhadap masyarakat miskin terkhusus untu bantuan rumah tidak
layak huni in oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar  sebagaimana yang telah dibahas
3Jurnal, Nadia Dewinta, H. Muhammad Ridwan, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial -
Rumah Tidak  Layak Huni (Rs-Rtlh) Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
Bintan, Universitas Riau, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,: 2011
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sebelumnya sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam Pelaksanaanya tidak terlepas
dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program Rehabilitasi
Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) .Adapun kendala yang ditemukan
dalam implementasi program yaitu sebagai berikut :
1. Kurangnya Sosialisai dan Pengawasan yang Berkelanjutan
Terbatasnya kegiatan sosialisai dimana tidak ada yang bersifat formal dan
detail sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui  mengenai
program ini terutama masyarakat yang berada dipelosok –pelosok yang minim
informasi. Selain itu juga, masyarakat yang mengetahui informasi membuat seolah-
olah dirinya miskin atau menganggap dirinya tidak mampu hanya untuk mendapatkan
bantuan. Masyarakat yang egois dan memiliki sifat serakah seperti itu yang membuat
fakir miskin makin jauh dari program bantuan pemerintah untuk mensejahterahkan
masyarakatnya.
Ketidaktepatan sasaran pendataan yang dilakukan oleh aparat terkait dalam
hal ini yang membuat masih banyak dijumpai kecendrungan memasukkan kerabat
atau orang – orang yang dekat dengan si pendata (pembuat daftar), hal ini
dikarenakan pada saat pendataan baik pencacah maupun ketua RT tidak menegetahui
secara pasti bahwa pendataan tersebut digunakan sebagai dasar pendataan sasaran
program RS-RTLH.
Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang akan hal-hal
penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat, membuat beberapa oknum bebas
berbuat sesuatu yang diinginkan kehendaknya yang akibatnya akan merugikan
Negara kita sendiri Republik Indonesia.
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2. Kurangnya Dana yang Diberikan
Besarnya kisaran dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan
berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga  dalam program
rehabilitasi sosial – rumah tidak layak huni ini, dimana keberhasilan suatu proses
rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran dana yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk pelaksanaan program RS-RTLH ini Berkaitan dengan kurangnya
dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah, sehingga penerima mengalami
kesulitan untuk  menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah
bagi  penerima yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari
pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki
tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus
mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah
sulit.
3. Ketidaktepatan Waktu dalam Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program RS-RTLH telah ditetapkan batas waktu untuk
merehab rumah, yaitu 120 hari kerja atau 4 bulan kalender. Berdasarkan wawancara
dengan penerima, ada beberapa penerima mengatakan waktu pelaksanaan RS-RTLH
tidak cukup. Hal tersebut terjdi oleh beberapa hal, seperti keterbatasan dana,
keterlambatan datangnya bahan bangunan dan juga disebabkan oleh faktor cuaca
yang kurang bersahabat.
Program RS-RTLH memiliki dua jenis, pertama untuk membangun  rumah
dari awal artinya rumah penerima yang dulu akan dibongkar dan  yang kedua untuk
rumah yang hanya direhab saja atau diperbaiki mana  yang sudah tidak layak
digunakan, seperti atap rumah yang bocor, dinding  rumah papan yang lapuk dan
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menambahkan apa saja yang kurang bagus.  Menurut wawancara, waktu pelaksanaan
RS-RTLH tidak cukup disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung,
pengantaran barang yang lama dan ada penerima yang mengatakan mereka akan
mengerjakan bila ada waktu saja, karena penerima RS-RTLH juga memiliki
pekerjaan yang harus dijalani, jika tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan program RS-RLTH tidak
mencukupi disebakan oleh faktor cuaca dan keterlambatan pengantaran barang yang
kehabisan stok. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki penerima
RS-RTLH karena harus bekerja. Menurut pengamatan yang dilakukan pada lokasi
penerima RS-RTLH, Pelaksanaan RS-RTLH akan tepat waktu, jika rumah tersebut
hanya direhab saja memang tidak akan memakan waktu yang lama, karena hanya
memperbaiki yang rusak seperti atap yang bocor atau kamar mandi yang diperbaiki
dan bagian rumah lainnya yang perlu untuk direhab, tetapi jika rumah yang
membangun dari awal akan memakan waktu lama, apalagi ukuran rumah penerima
sudah tidak mengikuti standart dari pemerintah.
D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Rehabilitasi Sosial Terhadap Masyarakat
Miskin
Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para
pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfak,
membiayai peperangan itu sendiri. Dalam Islam kemiskinan merupakan kendala yang
paling besar untuk itu, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya.
Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana
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seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang mampu dan berkecukupan
diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya kekurangan (miskin). Hal ini
telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5 : 2.
                       
     
Terjemahnya :
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”4
Dalam rangka mengentaskan kemiskinan Al-Qur’an menganjurkan banyak
cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga hal
pokok yaitu;
1. Kewajiban Setiap Individu.
Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh
kitab suci al-Qur’an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia sekaligus
juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Secara garis besar dapat di
simpulkan bahwa al-Qur’an untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha
yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu.
2. Kewajiban Masyarakat
Cara kedua ini, perlu terlebih dahulu untuk di garis bawahi bahwa
menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan. Semata-mata kepada
sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi tidak dapat diandalkan. Karena itu
diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial
4Kementrian Agama RI, Al-Quran & Terjemahannya, Edisi Trasnliterasi Az-Zukruf, (Solo :
PT Tiga Serangkai, Mandiri), 2014, h.106
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dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks inilah al-Qur’an menetapkan
kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap
individu untuk membantu anggota masyarakatnya.
3. Kewajiban pemerintah
Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga Negara,
melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah Badan
Amil Zakat (BAZ), dan pajak baik dalam bentuk perorangan, tanah, atau
perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila
sumber-sumber tersebut diatas tidak mencukupi.
Melaui berbagai cara diatas setiap umat Islam dianjurkan agar selalu berusaha
dan bekerja, serta menjaga hubungan antar umat agar kehidupan dalam
bermasyarakat sejahtera karena tanpa bantuan dari masyarakat setempat maka
sulitlah untuk memerangi kemiskinan meski telah tersentuh oleh pemerintah melalui
Badan Amil Zakat(BAZ)  dan bantuan progam Dinas Sosial serta dinas-dinas lainnya
yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat telah benar dan tidak keluar jalur
dari apa yang diperintahkan oleh Islam  selaku aparat pemerintahan. Selain bantuan
yang secara fisik atau nyata pihak Dinas Sosial juga memberikan bantuan moral
kepada semua masyarakat yang membutuhkan terutama untuk penyandang
disabilitas.
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BAB   V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada pembahasan sebelumnya, terkait penelitian penulis. Maka, penulis
menyimpulkan penelitiannya yaitu sebagai berikut :
1. Upaya  Pemerintah  Dalam Melaksanakan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap
Masyarakat Miskin, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak program untuk
mensejahterahkan masyarakat yang dibuat oleh Dinas Sosial yaitu, kelompok
usaha bersama, program keluarga harapan, rumah tidak layak huni, asistensi
lanjut usia, asistensi orang dengan kecacatan dan sebagian besar dilaksanakan
karena program itu dapat dirasakan secara langsung dan nyata adanya di
lingkungan masyarakat meskipun ada beberapa masyarakat yang kurang atau
tidak merasakan program tersebut
2. Efektifitas  Rehabilitasi  Sosial  Masyarakat  Miskin  Oleh  Dinas  Sosial
Kabupaten  Takalar Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor
11  tahun  2009 tentang kesejahteraan sosial, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa pelaksanaan program cukup efektif dan baik karena hasilnya telah dapat
dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri
masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi. Serta Factor
Penyebab   Yang  Mempengaruhi  Tidak  Meratanya  Rehabilitasi  Sosial
Terhadap  Masyarakat  Miskin, Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan
program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas  Sosial  Kabupaten
Takalar, diantaranya berupa Kurangnya Sosialisai dan Pengawasan yang
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Berkelanjutan, kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada
sasaran RS-RTLH, dan terjdinya keterlambatan dalam pelaksanaan program RS-
RTLH yang antara lain disebabkan oleh waktu yang diberikan, keterlambatan
datangnya bahan bangunan serta oleh faktor cuaca yang tidak mendukung.
3. Perspektif Hukum Islam Mengenai Rehabilitasi Sosial Terhadap Masyarakat
Miskin dapat ditarik kesimpulan bahwa, umat Islam dianjurkan agar selalu
berusaha dan bekerja, serta menjaga hubungan antar umat agar kehidupan dalam
bermasyarakat sejahtera  karena tanpa bantuan dari masyarakat maka sulitlah
untuk memerangi kemiskinan meski telah tersentuh oleh pemerintah melalui
Badan Amil Zakat(BAZ)  dan bantuan progam Dinas Sosial serta dinas-dinas
lainnya yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat telah benar dan tidak
keluar jalur dari apa yang diperintahkan oleh Islam  selaku aparat pemerintahan.
Selain bantuan yang secara fisik atau nyata pihak Dinas Sosial juga memberikan
bantuan moral kepada semua masyarakat yang membutuhkan terutama untuk
penyandang disabilitas.
B. Implikasi
1. Diharapkan untuk pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih
khusus kepada masyarakat yang tergolong miskin.
2. Diharapkan kepada dinas sosial  untuk meningkatkan program-program
pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kenerja dan tepat sasaran.
3. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan terkhusus dimulai dari tingkat pusat
seperti Kementrian kemudian ke Dinas Sosial Kabupaten Takalar sampai
masyarakat, agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang
telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan
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pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah harus tepat
pada waktunya agar program terlaksana dengan baik
4. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam
setiap tahapan kegiatan program apapun terkait Rehabilitasi Sosial , usulan
kegiatan hendak lebih meihat apa yang memang dibutuhkan bukan melihat dari
apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena
kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat
saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan
pemeliharaan dan pengawasan sehingga hasil program bisa dimanfaat secara
terus menerus oleh masyarakat.
5. Diharapkan kepada masyarakat miskin untuk tak berputus asa untuk bekerja dan
berusaha, karena bantuan Allah swt., itu akan slalu dtang kepada umatnya yang
beriman dan bertakwa.
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Lampiran-lampiran
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Pedoman  wawancara
1. Apa  masalah  yang  menyebabkan  sehingga masyarakat  miskin  di
Kabupaten  Takalar  persentase  jumlahnya  tidak  tetap  atau  mengalami
kemajuan  dengan  berkurangnya masyarakat  yang  miskin ?
2. Apa usaha  yang  telah  dilakukan  untuk   meminimalisir  masalah
kemiskinan  di  Takalar ?
3. Apa  tanggapan  lembaga  kesejahteraan  sosial  tentang  sebuah  masyarakat
miskin ?
4. Apa  pendekatan  yang  digunakan  oleh  dinas  sosial  kepada  masyarakat
terkait  kesejahteraan  masyarakat  miskin  di Takalar ?
5. Apa  saja  kendala  yang  di alami  dalam  program  kesejahteraan  sosia ?
6. Setelah  melaksanakan  program,  apakah  ada  follow  up  yang  dilakukan
pemerintah  setempat ?  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak
merasakan  program  tersebut.
7. Apakah  setiap  daerah  kecamatan  di Takalar   mendapatkan  bantuan  rumah
tidak  layak  huni ?
8. Apa  syarat  dan  ketentuan  untuk  mendapatkan  program  rumah  tidak
layak  huni?
9. Apa  sanksi  dari pemerintah  pusat  ketika  program  tidak  terealisasikan
secara  merata ?
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Hasil Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Takalar
1. Penyebab utama dari tidak menetapnya persentase jumlah masyarakatmiskin
yaitu dikarenakan adanya pertambahan penduduk setiap tahunnya, hal itulah
yang dapat menyebabkan persentasenya dapat bertambah dan berkurang.
2. Upaya dari Dinas Sosial yaitu :
a. Kelompok usaha bersama (KUBE)
b. Program keluarga harapan
c. Rumah tidak layak huni
d. Usaha perseorangan
e. Wanita rawan sosial yang tidak punya penghasilan sendi ekonomi
f. Asistensi lanjut usia
g. Asistensi orang dengan kecacatan
3. Masyarakat miskin itu sudah seharusnya dibantu dengan cara apapun, demi untuk
meningkatkan kualitas hidupnya, dan untuk mencapai sebuah kesejahteraan.
Karena, sebuah daerah akan dipandang maju apabila sudah tidak ada
masyarakatnya yang mengalami kemiskinan atau kesusahan dalam hidupnya.
4. Karena kami bekerja di lembaga sosial, maka pendekatan yang kami gunakan
ialah pendekatan sosial. Sebagai contoh apabila ada sebuah bantuan maka kami
mnyegerkan bantuan itu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu
bergaul ataupun berbaur dengan masyarakat juga sangat berpengaruh.
5. Kendala yang dihadapi ada dua yaitu :
a. Terkait dengan masyarakatnya
Mengapa ? karena apabila dilakukan pandataan untuk masyarakat miskin,
banyak masyarakat yang tidak seharusnya dapat atau tidak termasuk dalam
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kategori  tapi menyataka dirinya miskin hanya untuk mendapatkan sebuah
bantuan. Kurangnya iman dan rasa syukur yang mengakibatkan sebagian
masyarakat seperti itu.
b. Terkait dengan dananya
Dana yang diberikan tidak memungkinkan bahwa semua masyarakat
miskin akan mendapat bantuan secara menyeluruh. Secara tidak langsung dinas
sosial yang bergerak agar bantuannya menyuluruh.
6. Iya, ada follow up.
Mengapa ? karena dengan ditempatkannya tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan (TKSK) dimasing-masing kecamatan fungsina yaitu diharapkan ada
sebuah pengawasan langsung kemasyarakat dengan cara, bekerja sama dengan
pihak pemerintah setempat. Dengan demiakian hal itu juga dapat mempermudah
setiap program sampai ketangan yang berhak.
7. Tidak semua, karena kami hanya sebagai pelaksana tugas yang memutuskan
dapat atau tidaknya itu langsung dari pusat dan datanya juga langsung dari Badan
Pusat Statistik.
8. Syarat dari rumah tidak layak huni itu ada dua yakni : 1) tanah milik sendiri, 2)
rumah sudah tidak layak untuk dihuni . dengan waktu penegrjaan yaitu selama
120 hari atau  4 bulan kerja.
9. Untuk saat ini belum ada yang mendapat sanksi terkait pelaksanaan setiap
program. Karena programnya masih terealisasi. Yang ada itu kalau korupsi
anggaran, ya sudah pasti ada sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang
berlaku
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Gambar 1.1
wawncara dengan
staf kelurahan
Kala’biran terkait
RS-RTLH
Gambar  1.2
Wawancara dengan warga kelurahan kala’birang yang mendapat bantuan
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Gambar 1.3wawancara dengan staf desa pa’rappunganta
Gambar 1.4wawancara dengan warga desa yang mendapat bantuan.
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Gambar 1.5dokumentasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Takalar
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